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PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR % TAHUN 202

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan
APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2012, diperiukan adanya kesamaan
pola pikir, persepsi dan pemahaman yang jelas bagi semua SKPD pengelola
program/kegiatan APBD mengenai sistem pengendalian yang efektif dan
terpaduy;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, periu disusun Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2012;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan
APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2012;

=

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat I} Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1393 tentang Penyelenggara Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355};

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
perubahan Kedua' Atas Undang-Ungang Nomor 32 Tzhun 2004 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang — undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pemberitukan Peraturan
perundang — Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 4578);

peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara pengendalian
dan Evaiuasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan {tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
pemerintah  Daerah Kepada Pemerintah, Llaporan  Keterangan
Pertanggungiawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lemharan Negara
Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 2008 tentang Penyusunan dan
Pengendalian Rencana pernbangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana
pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2010-2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 2 Seri E Nomort 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2%

Peraturan Bupati Ende Nomor 15 Tahun 2011 ' tentang Rencana Kerja
pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten
Ende Tahun 2012 Nomaor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten £nde Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah Kabgpaten Eride Tahun Anggaran 2012

(Lernbaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2012 Nomor 1);
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19. Peraturan Bupati Ende Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2012 (Berita
Daerah Kabupaten Ende Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN
APBD KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1
2.
! 3.

10.

11.

12,

13.

14,

%

15,

k-4

Daerah adalah Kabupaten Ende.

Bupati adalah Bupati Ende.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende.
Rencana Pembangunan lJangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 5 (lima) tahun,

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah {RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode | {satu) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD,
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan
kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, adalah proses perumusan kegiatan
yang meliputi prosedur penyusunan Perencanaan Umum Pengadaan
Barang/lasa dan Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa
oleh Satuan Kerja Perangkat daerah Kabupaten Ende yang prosesnya
dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai “diselesaikannya seluruh
kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melal:sanakan sebaglan kewenangan pengguna
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Unit Layanan Pengadsan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit
organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa di Kabupaten Ende.

Panitia Pengadaan adalah Tim yang terdiri dari Personil yang memiliki
Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/lasa yang ditetapkan oleh PA/KPA
untuk melaksanakan Pengadaan BarangfJasa dalam hal ULP belum
terbentuk atau belum dapat melaksanakan Pengadaan barang/Jasa.
Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian
Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.




16. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE

adalah unit kerja pada Pemerintah Kabupaten Ende yang dibentuk untuk
menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/lasa secara
elektronik.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2012 adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini, yang terdiri dari:

OCENOU B WN R

Pendahuluan

. Tujuan

. Dasar

. Mekanisme Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD
. Proses Pengadaan Barang/Jasa

. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa

Swakelola
Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa
Pengendalian Program dan Kegiatan

10. Ketentuan — Ketentuan Pokok Lainnya

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun
2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD
Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende

pada tanggal 2.\ \)Wé 2012

r

Diundangkan di Ende .
pada tanggal 2.1 Y rdst. 2012
TS
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NoMOR B TAHUN 2012
TANGGAL 2\ - 2- 2012

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2012

PENDAHULUAN

Sehubungan dengan telah ditetapkannya APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2012 dan dalam
rangka meningkatkan kinerja, transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan, maka Pemerintah
Daerah perlu mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian internal di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ende yang merupakan tanggung jawabnya. Agar fungsi pengendalian dapat dilaksanakan secara
efektif maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2012
sebagai acuan kegiatan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten
Ende.

Untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2012
sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka perlu pengendalian yang terus menerus oleh Bupati
maupun oleh Pimpinan SKPD sesuai Tugas dan Wewenangnya. pengendalian dilaksanakan melalui
pembinaan, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah didanai dari APBD Kabupaten telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 01
Tahun 2012 tentang APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Ende Nomor 15
Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Penierintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2012 yang
mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009-2014, untuk dijadikan pedoman menyusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2012, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2012
maka langkah yang perlu ditempuh adalah mensinergikan pelaksanaannya dengan Program Pembangunan
Daerah dan Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2010-2014. Melalui dokumen ini telah
diletakan suatu landasan yang kuat bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilandaskan pada strategi
berkelanjutan mendorong peningkatan, percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju
Ende-Lio sare pawe.

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Ende daiam penyusunan APBD Kabupaten Ende yang
memuat Kebijakan Umum APBD (KUA) mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan
menetapkan target pencapaian kinerja terukur dari program-program dan kegiatan yang dilaksanakan olek
SKPD untuk setiap urusan pemerintah yang disertai proyeksi pendapatan daerah dan pembiayaan.
Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2012 telah ditetapkan bersama Pemerintah dan DPRD untuk
dipedomani seluruh SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan

Rancangan APBD.

. TUJUAN

Sebagai acuan bagi Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende

dalam pelaksanaan program dan kegiatan APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2012.
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11.
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {(Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Tashun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksl
Indonesia Nomor 3955 ) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92
Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2010
Nomor 157});

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republlk Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3956 ) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010
Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan lasa
Konstruksi {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 95;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 3957 );

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja I[nstansi
Pemerintah {Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang: Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

Juknis kegiotan APBD Kabupaten Ende Pa,2

-




@

{t

it

Iy

13,

14,
15.

16.

17,

18.

19.

20.

21,

22,

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyusunan dan Pengendalian Rencana
Pembangunan;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Instruks! Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun
2012.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Peraturan Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2010 tentang sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Ende Talwn 2010-2014;

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2012;

Peraturan Bupati Ende Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende
Tahun 2012;

Peraturan Bupati Ende Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2012,

IV, MEXANISME PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD

Untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan APBD Kabupaten Ende

Tahun Anggaran 2012, maka setiap SXPD perlu memperhatikan hal-hal sebagat berikut :

1.

2,

Setiap SKPD wajib membuat jadwal pelaksanaan program/kegiatan termasuk rencana pengadaan untuk
setiap paket pekerjaan.

Paket-paket kegiatan yang lokasinya tersebar supaya dirinci (Kecamatan, Desa/Kelurahan maupun
tempat kegiatan) dan melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat.

Paket-paket yang melibatkan pihak ketiga agar dipersiapkan proses pengadaan barang/jasa dengan
sebaik-baiknya dengan berpedoman ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik (E-Procurement) melalui

www.|pse.endekab.go.id.

Kegiatan Fisik supaya disampaikan dengan RAB sedangkan Non Fisik dengan ToR.

6. Melakukan koordinasl dengan instansi terkait sesuai tupaksi masing-masing.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende wajib melaporkan perkembangan

Juknis

pelaksanaan secara periodik dan tepat waktu.

Khusus untuk belanja langsung, maka dalam rangka efektivitas pengendalian’ diharapkan setiap SKPD
wajib mentaati Schedull Pelaksanaan APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tertera
pada lampiran 1.

kegiatan APBD Kabupaten Ende Page 3
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V. PROSES PENGADAAN BARANG/IASA

Dalam melaksanakan program dan kegiatan khususnya pengadaan barang/fasa agar mempedomanl

dengan benar regulasl yang ada yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/Jasa

antara lain :
A. PENGGUNA ANGGARAN (PA).
1. Tugas Pokok Pengguna Anggaran

Pengguna Angaran {PA) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

a.
b.

~ o o n

3”

menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
mengumumkan secara [uas Rencana Umum Pengadaan (Informasi Publik) pahng kurang di Portal
Pengadaan Nasional melalui Website http://wwvelpse.endekab.go.id;

menetapkan PPK;

menetapkan Pejabat Pengadaan;

menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

menetapkan :

1) Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Barang/Pekerjaan KonstruksifJasa Lainnya dengan nilai diatas Rp.
100.000.000.000,00 {seratus miliar rupiah); atau

2) Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 {sepuluh miliar rupiah).

mengawasi pelaksanaan anggaran;

menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi

perbedaan pendapat; dan

mengawasl penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada pain 1, dalam hal diperlukan, PA

dapat

a.

b,

menetapkan tim teknis; dan/atau
menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

3. Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisas ;

a.

Pengguna Anggaran (PA)] pada Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan.

KPA pada Pemerintah Daerah merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul
PA.

KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada
Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya atas usul Kepala Daerah.

KPA memiliki kewenangan sesual pelimpahan oleh PA,

Juknis kegiatan APBD Kabupaten Ende Page 4
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B. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK).
1. Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut ;

a.

™ e 20T

menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :

1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;

2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

3} rancangan Kontrak.

menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

menandatangani Kontrak;

melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PAJKPA;

menyerahkan hasll pekerjaan Pengadaan Barang/lasa kepada PAJKPA dengan Berita Acara
Penyerahan;

melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan
pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

2. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada poin 1, dalam hal diperiukan, PPK

dapat:

a.

d.

mengusulkan kepada PA/KPA :

1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau

2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

menetapkan tim pendukung;

menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis ( aanwijzer) untuk membantu
pelaksanaan tugas ULP; dan

menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

3. PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

4, Untuk ditetapkan sebagai PPX harus memenuhi persyaratan sebagai berlkut:

a.
b
c.
d

e.

f.

B.

memiliki integritas;

. memiliki disiplin tinggi;

memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;

. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku

serta tidak pernah terlibat KKN;

menandatangani Pakta Integritas;

tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan
mamiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

5. Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada poin 4 huruf c adalah :

a.

Berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu {$1) dengan bidang keahlian yang sedapat

mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;

. memiliki pengalaman paling kurang 2 {dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang

berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan
memillki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya,
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6.

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia
Barang/lasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yarg dapat
mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari
APBN/APBD.

C. UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)/ PEJABAT PENGADAAN.

1.

Daerah / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan mempunyai ULP vyang dapat
memberikan pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
ULP di Daerah dibentuk oleh Kepala Daerah.

3. ULP wajib dibentuk di Daerah paling lambat pada Tahun Anggaran 2014,

Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan Pengadaan

sebagaimana diatur dalom Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 , PA/KPA menetapkan Panitia

Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa,

Panitla Pengadaan sebagaimana dimaksud pada poin 4, memiliki persyaratan keanggotaan, tugas

pokok dan kewenangan sebagaimana persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan

Kelompok Kerja ULP.

Panitia Pengadaan wajib ditetapkan untuk :

a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilal diatas Rp. 100.000.000,00
{seratus juta rupiah);

b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

c. Anggota Panitia berjumiah gasal paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan
kompleksitas pekerjaan.

Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/lasa Lainnya yang bernilai paling tinggi

Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi

Rp. 50.000.000,00 {lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan atau 1 {satu)

orang Pajabat Pengadaan.

8. Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 {satu) orang Pejabat Pengadaan.
9. Anggota Kelompok Kerja ULP/Panitia Pengadaan/ Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan

sebagal berikut :

a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;

b, memahami pekerjaan yang akan diadakan;

¢. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Panitia/ Pejabat Pengadaan yang
bersangkutan;

d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;

e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannya sebagai anggota uLp/
Panitia/ Pejabat Pengadaan;

f. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/lasa sesuai dengan kompetensi yang
dipersyaratkan; dan

g. menandatangani Pakta Integritas.

10. Tugas pokok dan kewenangan ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan meliputi:

a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
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menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/lasa di website SKPD masing-masing dan papan
pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumtmkan dalam
Portal Pengadaan Nasional melalui Website http:/fwww.lpse.endekab.go.id;

menilat kualifikasi Penyedia Barang/lasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;

melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

khusus untuk ULP/Panitta Pengadaan:

1} menjawab sanggahan;

2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :

a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggl Rp100.000.000.000,00 {seratus miliar
rupiah); atau

b)  Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai
paling tinggi Rp10.000.000.000,00 {sepuluh miliar rupiah);

3} menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

khusus Pejabat Pengadaan:

1} menetapkap Penyedia Barang/Jasa untuk :

a) Penunjukan Llangsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00
(seratus juta rupiah); dan/atau

b} Penunjukan Langsung atau Pengadaan Llangsung untuk paket Pengadaan lJasa
Konsultansi yang hernilai paling tinggi Rp, 50,000,000,00 {lima puluh juta rupigh);

2) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedla Barang/Jasa kepada PA/KPA;

membuat [aporan mengenai proses dan hasll Pengadaan kepada Bupati melalui Kepala Bagian
Pernbangunan Setda Ende sesuai format teriampir fFormulir B); dan

memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/lasa kepada
PA/KPA,

11. Selain tugas pokok dan kewewenangan ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada
poin 10, dalam hal diperlukan ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:

a.
b.

perubahan HPS; dan/atau
perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

12. Anggota ULP/Pejabat Pengadaan berasal dari pegawai negeri, balk dari instansi sendiri maupun

instanst Jainnya.

13, Anggota ULP dilarang duduk sebagat:

a.
b.

C.

FPK;
pengelola keuangan; dan i
Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), terkecuall menjadi Panitia/Pejabat

Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Barang/iasa yang dibutuhkan Instansinya.
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D. PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi

1.
2.

sendiri maupun instansi lainnya.
Dikecualikan dari ketentuan pada poin 2, anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada
Institusi [ain Pengguna APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal

dari bukan pegawai negeri.
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.
b
c.
d
e

memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;

. memahamli isi Kontrak;

memiliki kualifikasi teknis;

. menandatanganf Pakta Integritas; dan

. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan,

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada poin 5 mempunyai tugas

pokok dan kewenangan untuk:

a.

b.

c.

melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Kontrak;
menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalul pemeriksaan/pengujian; dan

membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Dalamhal pemeriksaan Barang/lasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga

ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

7. Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada poin 6 ditetapkan oleh PA/KPA.

8. Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada poin 5

huruf a, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.

E. PENYEDIA BARANG/JASA
1. Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barangflasa wajib memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

a,
b.

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
memiliki keahllan, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan
Barang/Jasa;

memperoleh paling kurang 1 {satu) pekerjaan sebagat Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu
4 {empat] tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman
subkontrak;

ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagl Penyedia Barang/Jasa yang
baru berdiri kurang dari 3 {tiga) tahun;

memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas [ain yang diperlukan dalam
Pengadaan Barang/lasa;

dalam hal Penyedia Barang/lasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/lasa harus
mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan

perusahaan yang mewakill kemitraan tersebut;
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memillki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan
koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecll, kecuall untuk Pengadaan Barang dan
Jasa Konsultansi;
khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa
Kemampuan Paket (SKP} sebagal berikut:
SKP=KP~-P
KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan :
a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 {lima} paket
pekerjaan; dan
b} untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2
(satu koma dua) N.
P = jumlah paket yang sedang dikerjakan,
N = jumlah paket pekerfaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan
selama kurun waktu 5 (lima} tahun terakhir.
tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani
sankst pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia
Barang/lasa;
sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP} dan telah memenuhi
kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki [aporan bulanan PPh Pasal 21,
PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak}
paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.
secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
tidak masuk dalam Daftar Hitam;
memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan

menandatangani Pakta Integritas.

2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf ¢, huruf d, huruf £, huruf h dan huruf i,

dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan,

3. Pegawal K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti

diluar tanggungan K/L/D/I.
4. Penvedia Barang/lasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang

menjadi Penyedia Barang/Jasa.
5, Yang dimaksud dengan pertentangan kepentingan sebagiaman poin 4 antara lain ;

a.

Penyedia Barangflasa yang telah ditunjuk sebagai konsultan perencana menjadi Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi atau menjadi konsultan pengawas untuk pekerjaan fistk yang
direncanakannya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turn key contract) dan Kontrak
Pengadaan Pekerjaan Terintegrast.

Penyedia Barangflasa yang telah ditunjuk sebagal konsultan pengawas menjadi Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksl untuk pekarjaan fistk yang diawasl, kecuali dalam pelaksanaan
Kontrak Terima Jadi { turn key contract) dan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

T e e S O Sttt
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RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA

. PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada SKPD masing-

masing.

. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada point 1 meliputi:

a. Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/lasa yang akan dibiayai oleh SKPD sendiri; dan/atau
b. Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/}asa yang skan dibiayai berdasarkan kerja sama antar
SKPD secara pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang diperlukan.

. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliput! kegiatan-keglatan sebagai berikut :

a, mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan SKPD;
b. menyusun dap menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/lasa sebagaimana
dimaksud pada poin 2;
c. menetapkan kebijakan umum tentang;
1} pemaketan pekerjaan;
2)  cara Pengadaan Barang/Jasa; dan
3} pengorganisasian Pengadaan Barang(lasa;

d. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).

. KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3} huruf d paling sedikit memuat;

a. uralan kegiatan yang akan dilaksanakan;
b.  waktu pelaksanaan yang diperlukan;
c.  spesifikasi teknis Barang/lasa yang akan diadakan; dan

d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

. Penyusunan Rencapa Umum Pengadaan Barang/Jasa pada SKPD untuk Tahun Anggaran berikutnya

atau Tahun Anggaran yang akan datang, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan.

. SKPD manyediakan blaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/lasa yang diblayai dari

APBN/APBD, yang meliputl:

a. honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa termasuk tim teknis, tim pendukung dan
staf proyek;

b. biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk biaya pengumuman ulang;

c.  biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan

d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/lasa,

. SKPD menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/lasa yang pengadaannya

akan dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya.

. SKPD dapat mengusulkan hesaran Standar Blaya Umum (SBU} terkait honorarium bagi personil

organisasi pengadaan kepada Kepala Dinas PPKAD, sebagai masukan/pertimbangan dalam penetapan
SBU oleh Bupati.

. PA melakukan pemaketan Barangflasa dalam Rencana Umlum Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan

anggaran 5KPD.

10. Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan

Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan

sistemn dan kualitas kemampuan teknis.

0 U A T
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11. Dalam meiakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang:

a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang
menurut sifat pekerfaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah
masing-masing;

b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan
dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi
kecil;

¢, memecah Pengadaan Barang/lasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari
pelelangan; dan/atau

d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan

pertimbangan yang tidak obyektif.
12.PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/lasa di masing-masing SKPD secara terbuka
kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran SKPD disetujui oleh DPRD,
13. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada poin 12, paling kurang berisi :

a. nama dan alamat Pengguna Anggaran;

b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;

c. lokasi pekerjaan; dan

d. perkiraan besaran biaya.

14, Pengumuman sebagaimana dimaksud poin 12, dilakukan dalam website SKPD masing-masing dan
papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE Kabupaten

Ende dengan alamat Website : http://www.lpse.endekab.go.id, sesuai dengan contoh Format

Pengumuman RUP dalam Lampiran ¢,
15.5KPD dapat mengumumkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Kontraknya akan
dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya/yang akan datang.

SWAKELOLA

1. Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/lasa dimana pekerjaannya direncanakan,
dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh SKPD sebagai penanggung jawab anggaran, instansi
pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat,

2 Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi :

a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan
teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok SKPD;

b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat
setempat;

c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh
Penyedia Barang/Jasa;

d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga
apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang
besar;

e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
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pekerjaan untuk proyek percontohan ( pilot project} dan survei yang bersifat khusus untuk
pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia
Barang/Jasa;
g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium
dan pengembangan sistem tertentuy;
h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi SKPD yang bersangkutan;
i. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;
j- penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
k. pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industry alutsista dan industri almatsus dalam
negeri,
3. Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan,
pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan,
4. Pengadaan melalul Swakelola dapat dilakukan oleh :
a. SKPD Penanggung Jawab Anggaran;
Pelaksanaan swakelola oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dilaksanakan sebagai berikut :
1. K/L/D/l penanggungjawab anggaran menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan
dilaksanakan secara swakelola, berdasarkan dokumen rencana umum pengadaan,
2, Pembentukan Tim Swakelola dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Tim Swakelola dapat terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas, diangkat
oleh PPK;
b. Tugas dan tanggung jawab Tim Swakelola, sebagai berikut ;

q*

{1). Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun KAK,
membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis;

(2). Tim Pelaksana mempunyal tugas dan bertanggung Jawab melaksanakan pekerjaan
sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan
pelaksanaan pekerjaan; dan

(3). Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan pekerjaan dan Pedoman umum perencanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah membuat laporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan
Swakelola.

3. Penyusunan KAK
Penyusunan KAK inl mengacu pada Lampiran VI Perpres No.54/2010. Dalam hal terdapat
perubahan berdasarkan kaji ulang KAK pada dokumen Rencana Umum Pengadaan yang
ditetapkan oleh PA, maka Tim Swakelola menyusun kembali KAK sesuai dengan kondisi di
lapangan dan kebutuhan spesifikasi teknis. Contoh Format KAK Swakelola terlampir dalam
Lampiran d.
4. Penyusunan Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan
a. Tim Perencana membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan
waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan bahan, Jasa
Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli yang diperlukan;

(13
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b. Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan hingga
berakhirnya peiaksanaan pekerjaan;
¢. Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan disusun dengan mempertimbangkan
waktu yang cukup bagl pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan.
5. Penyusunan Rincian Biaya Pekerjaan Swakelola
Tim Perencana membuat rincian biaya pekerjaan dengan tidak melampaui pagu anggaran yang
telah ditetapkan dalam dokumen anggaran dan dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya
{RAB), yang meliputi :
a. Gaji tenaga ahli, upah tenaga kerja dan honor Tim Swakelola;
b. Pengadaan bahan;
c. Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan
d. Proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan,
6. Penyusunan Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis
a. Gambar rencana kerja memuat tampak, denah, dan potongan (memanjang dan
melintang).
b. Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang sesuai dengan yang
diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.
7. Penyusunan Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja
2, Dalam hal diperlukan bahan, Jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli,
dapat dilakukan kontrak/sewa tersendiri. Sebelum dilakukan kontrak/sewa, proses
pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
b. Jumiah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) darl jumiah
keseluruhan pegawai K/L/D/! yang terilibat dalam kegiatan Swakelola;
¢. Penyusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan dengan memperhatikan batas akhir
efektif tahun anggaran;
d. Swakelola tertentu dapat dilaksanakan melebihi 1 {satu) tahun anggaran;
e. Rencana pengadaan harus mempertimbangkan syarat teknis dan metode pelaksanaan
pekerjaan yang tercantum dalam Dekumen Pengadaan;
f. Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan rencana pelaksanaan
pekerjaan,
8. Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan
Bila ULP belum dibentuk. Panitia/Pejabat Pengadaan diangkat oleh PA untuk melakukan
Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Swakelola.

9. Pengumuman Rencana Swakelola

K/L/D/I mengumumkan pekerjaan Swakelola melalui website www.lpse.endekab.qo.id dan
papan pengumuman resmi untuk penerangan umum yang dapat diakses masyarakat umum,
b. Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola;
Pelaksanaan swakelola oleh Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola dilaksanakan sebagai
berikut :
1. K/L/D/I menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara

W

8]

Swakelola, berdasarkan dokumen rencana umum pengadaan, yang ditetapkan oleh PA,
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PA menawarkan secara tertulis kegiatan Swakelola kepada instansi pemerintah lain yang
diyakini mampu dengan melampirkan KAK, jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran blaya;
Instansi pemerintah lain tersebut mempelajari KAK, jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran
biaya;

Apabila PA dan pihak instansi pemerintah lain tersebut sepakat, dapat dibuat naskah

kerfasama atau Nota Kesepahaman mengenai pelaksanaan pekerjaan Swakelola. Contoh

format naskah kerja sama terlampir dalam Lampiran e;

PPK mengadakan Kontrak dengan Pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah lain

Pelaksana Swakelola, berdasarkan Nota Kesepahaman;

Kontrak Swakelola paling kurang berisi :

a. Parapihak;

b. Pokok pekerjaan yang diswakelolakan;

c. Nilai pekerjaan yang diswakelolakan; .

d. Jangka waktu pelaksanaan; dan

e. Hak dan kewajiban para pihak.

Pembentukan Tim Swakelola dengan ketentuan :

Tim Swakelala dapat terdiri dari Titn Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas;

Tim Perencana dan Tim Pengawas yang berasal darl instansi Penanggungjawab Anggaran

dan Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola, diangkat oleh PPK sesuai dengan

struktur organisast Swakelola;

Tim Pelaksana diangkat oleh Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola;

d.  Tugas dan tanggung jawab masing-masing Tim:Swakelola adalah sebagai berikut :

(1). Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun KAK,
membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis;

{2). Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan
pekerjaan sesual yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta
membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan

{3). Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fistk maupun administrasi
pekerjaan Swakelola. ' )

Penyusunan KAX untuk pekerjaan swakelola memuat :

Penyusunan KAK Ini mengacu pada Lampiran V| Perpres No.54/2010. Dalam hal terdapat

perubahan berdasarkan kaji ulang KAK pada dokumen Rencana Umum Pengadaan yang

ditetapkan oleh PA, maka Tim Swakelola menyusun kembali KAK sesual dengan kondisi di

lapangan dan Kkebutuhan spesifikasi teknis, Contoh Format KAK Swakelola terlampir dalam

tampiran d. .

Penyusunan Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan.

3. Tim Perencana membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan
waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan bahan, Jasa
Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli yang diperlukan.

b. Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan hingga
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.
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¢. Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaaan disusun dengan mempertimbangkan
waktu yang cukup bagi pelaksanaan/oenyeiesaian pekerjaan.

Penyusunan Rincian Biaya Pekerjaan

Tim Perencana membuat rincian biaya pekerjaan dengan tidak melampaui pagu anggaran

yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran dan dituangkan dalam RAB, meliputi :

a. Gajl tenaga ahll, upah tenaga kerja dan honor Tim Swakelola;

b. Pengadaan bahan;

c¢. Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan

d. Proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan.

Penyusunan Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis.

a. Gambar rencana kerja memuat tampak, denah, dan potongan {memanjang dan
melintang);
diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.

Penyusunan Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja.

a. Dalam hal diperlukan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli,
dapat dilakukan kontrak/sewa tersendirl. Sebelum dilakukan kontrak/sewa, proses
pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;

b. Jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lma puluh perseratus) darl jumlah
keseluruhan pegawai K/L/D/ yang terlibat dalam kegiatan Swakelola;

¢. Penyusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan dengan memperhatikan batas akhir
efektif tahun anggaran;.

d. Swakelola tertentu dapat dilaksanakan melebihi'1 (satu) tahun anggaran;

e. Rencana pengadaan harus mempertimbangkan syarat teknis dan metode pelaksanaan
pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan;

f. Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan rencana pelaksanaan
pekerjaan,

Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan.

Bila ULP belum dibentuk, Panitia/Pejahat Pengadaan diangkat oleh PA untuk melakukan

Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Swakelola.
Pengumuman Rencana Swakelola dilakukan K/L/D/I melalui website www.ipse.endekab.qo.id

dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum vyang dapat diakses papan

pengumuman resmi untuk penerangan umum yang dapat diakses

. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, dilaksanakan sebagai

berikut :

L K/L/D/l menyusun kegiatan dan sasaran yang akan dilaksanakan dengan cara Swakelola,
berdasarkan hasil evaluasi atas usulan dari Kelompok Masyarakat;

2. Pengadaan barangfjasa hanya diberikan kepada Kelompok Masyarakat yang mampu
meiaksanakan pekerjaan secara teknis;

3. PA bertanggungjawab terhadap penetapzn Kelompok Masyarakat, termasuk sasaran, tujuan

dan besaran anggaran Swakelola;

m
e —
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4. Pengadaan pekerjaan konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi
- sederhana,:.antara lain: pengecatan, pembuatan/pengerasan jalan lingkungan;
5. Konstruksi ;bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh K/L/D/! untuk selanjutnya
diserahkanikepada kelompok masyarakat sesuai dehgan peraturan perundang-undangan;
6. PPK membuat kontrak pelaksanaan pengadaan Swakelola dengan penanggungjawab
Kelompok Masyarakat;
7. -Pembentuklan Tim Swakelola dengan ketentuan :
a, Tim Swakelola diangkat oleh Penanggungjawab Kelompgk Masyarakat sesual dengan
struktur organisasi Swakelola.
b, Tugas t:;ian tanggung jawab Tim Swakelola adalah sebagai berikut :

(1) Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun KAK,
membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis;

(2} T::im Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan
;Sekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta
rghembuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan

{3} Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan dan pefaporan, baik fisik maupun administrasi
p.iekerjaan Swakelola,

8. Penyusunarfl KAK yang memuat :
a. Uraian"kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan,
sasaran serta sumber pendanaan;
b, Waktu *;pe[aksanaan pekerjaan yang diperlukan;
¢. Keperluan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli secara rinci
yanyg di}abarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan, dan rencana ketja
harian;
d. Rinclan biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya
mingguan;
e. Produk yang dihasitkon; dan
f.  Gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis {apabila diperlukan).
9. Penyusunan jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerfaan
a. Tim Swakelola membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan
waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan bahan, Jasa

Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli yang diperlukan;

b. Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan hingga

berakhirnya pelaksanaan pekerjaan;

¢. Pembuatan jadwal rencana pelaksaniaan pekerjaaan disusun dengan mempertimbangkan
waktu yang cukup bagi pelaksanzan/ penyelesalan pekerjaan.

10. Penyusunan Rincian Biaya Pekerjaan

Tim Perencana membuat rincian biaya pekerjaan dengan tidak melampaul pagu anggaran

yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran dan dituangkan dalam RAB, meliputi :

a. Gaji tenaga ahli, upah tenaga kerja dan honor Tim Swakelola;

= h. Pengadaan bahan;
c. Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan
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ki d. Proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan,
11, Penyusunan Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis
a. Gambar rencana kerja memuat tampak, denah, dan potongan {memanjang dan
melintang);
b. Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang sesuai dengan yang
diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.
12. Penyusunan Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja
a. Dalam hal diperlukan bahan, lasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli,
dapat dilakukan kontrak/sewa tersendiri dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan
etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Perpres No.54/2010;
b. Penyusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan dengan memperhatikan batas akhir
efektif tahun anggaran;
c. Rencana pengadaan harus mempertimbangkan syarat teknis dan metode pelaksanaan
pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan;
d. Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan rencana pelaksanaan
pekerjaan.
13. Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan
a. Panitia/Pejabat Pengadaan diangkat oleh Penanggungjawab Kelompok Masyarakat untuk
melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Swakelola;
b. Panitla/Pejabat Pengadaan diperbolehkan bukan Pegawal Negeri Sipil (PNS).
6. PA/KPA dapat mengusulkan standar biaya untuk honorarium pelaksana Swakelola kepada Kepala
Baerah.
7. Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran.
8. Pengadaan Barangfiasa melalui Swakelola oleh SKPD selaku Penanggung Jawab Anggaran
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahll dilakukan oleh
ULP/Pejabat Pengadaan;

b. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan
Presiden;

. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara berkala berdasarkan daftar hadir
pekerja atau dengan cara upah borongan;

d. pembayaran gaji tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak;

e. penggunaan tenaga kerja, bahan dan/atay peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan Uang Persediaan {UP}/Uang Muka kerja
atau istilah lain yang disamakan dilakukan oleh Instansi Pemerintah pelaksana Swakelola;

g. UP/Uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan, dipertanggungjawabkan secara berkala

maksimal secara bulanan;

penyerapan dana;
i. kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesualkan

dengan penyerapan dana; dan

t
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¥ j. pengawasan pekerjzan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk oleh PPK,
berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.
19. Pengadaan melalu] Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. pelaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada SKPD Penanggung Jawab Anggaran
dengan pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola.
b. pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahll yang diperlukan dilakukan
oleh ULP/Pejabat Pengadaan pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelolz;
c. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf b berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan
Presiden;
d. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir
pekerja atau dengan cara upah borongan;
e. pembayaran imbalan tepaga ahli vang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak;
f. penggunaan tenaga kerja, bahan/barang dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan
harian;
g. kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan
penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah laln pelaksana Swakelola;
h. kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan

dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola; dan

1]

i. pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk PPK pada SKPD
Penanggung Jawab Anggaran, herdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

20. Pengadaan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan
ketentuan sebagal berikut:

a. pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan berdasarkan
Kontrak antara PPK pada SKPD Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat
Pelaksana Swakelola;

b. pelaksanaan Pengadaan Barang/lasa hanya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana
Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan;

c. pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk rehabllitasi, renovasi dan konstruksl
sederhana;

d. konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh SKPD Penanggung Jawab Anggaran
untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

e. pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan
dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip

pengadaan dan etlka pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden;

f. penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan secara bertahap
dengan ketentuan sebagal berikut ;
1} 40% (empat puluh perseratus) darl keseluruhan dana Swakelola, apabila Kelompok

Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola;

e ]
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2) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah
mencapai 30% {tiga puluh perseratus); dan
3) 30% (tiga pulub perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apablla pekerjaan telah
mencapal 60% {enam puluh perseratus).
g pencapalan kemajuan pekerjaan dan dana Swakelola yang dikeluarkan, dilaporkan oleh Kelompok
Masyarakat Pelaksana Swakelola secara berkala kepada PPK;
h. pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;
dan
I. pertanggungfawaban pekerfaan/kegiatan Pengadaan disampaikan kepada SKPD pemberl dana
Swakelola sesual ketentuan perundang-undangan.
21.Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungfawaban Swakelola
(1) Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Penanggung Jawab Anggaran atau oleh Kelompok Masyarakat
Pelaksana Swakelola.
{2) Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana
lapangan/Pelaksana Swakelola kepada PPK secara berkala.
{3} Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh
Pelaksana Swakelola sampai kepada PA/KPA.
{4) Inspektorat Kabupaten berkewajiban melakukan audit terhadap pelaksanaan Swakelola.

Vill. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA

1. Persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan:
a. perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

b.  pemilihan sistem pengadaan;

c. penetapan metode penilalan kualifikasi;

d. penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
e. penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/lasa; dan
f.  penetapan HPS.

2. Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/lasa

(1) Perencanaan pemilihan Penyedla Barang/Jasa terdiri atas kegiatan:
a. pengkajlan ulang paket pekerjaan; dan
b. pengkajlan ulang jadwal kegiatan pengadaan.

(2) Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/lasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan oieh:
a. PPK; dan/atau
b. ULP/Pejabat Pengadaan.

(3) Perencanaan pemilthan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan:
a. menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasiflapangan pada saat akan melaksanakan

pemiiihan Penyedia Barang/lasa;

b. mempertimbangkan kepentingan masyarakat;
c. mempertimbangkan Jenis, sifat dan nilai Barang/Jasa serta jumlah Penyedia Barang/fJasa yang

ada; dan
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- d. memperhatikan ketentuan tentang pemaketan.

{4) Apabila terjadl perubahan paket pekerjaan maka:
a. PPK mengusulkan perubahan paket pekerjaan kepada PA/KPA untuk ditetapkan; atau
b. ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan perubahan paket pekerjaan melalui PPK untuk

ditetapkan oleh PA/KPA,
3. Pemilihan Sistem Pengadaan

{1} ULP/Pejabat Pengadaan menyusuri dan menetapkan metode pemlilihan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

{2} Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
a. Pelelangan yang terdiri atas Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana;
b. Penunjukan Langsung;
¢. Pengadaan Langsung; atau
d. Kontes/Sayembara.

{3) Pemillhan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan:
a. Pelelangan Umum;
b. Pelelangan Terbatas;
¢.  Pemilihan Langsung;
d.  Penunjukan Langsung; atau
e. Pengadaan Langsung.

{4) Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia Barang/lasa Lainnya yang
merupakan hasil Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri.

I

(5) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui
metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi.

(6) Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dan diyakinl jumlah penyedianya
terbatas, pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas.

(7) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/iasa Lainnya melalui Metode Pelelangan Umum
diumumkan paling kurang di website SKPD, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat
serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE Kabupaten Ende dengan alamat Website :
hitp://www.lpse.endekab.go.id, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan

memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

{8) Dalam Pelelangan Umum tidak ada negosiasi teknis dan harga.

{9) Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 {dua
ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan:

a. Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya; atau
b, Pemilihan Langsung untuk Pangadaan Pekerjaan Kanstrukst.

(10} Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung dilakukan melalui proses pascakualifikasi.

(11) Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diumumbkan sekurang-kurangnya di website
SKPD, dan papan pengumuman resmi untuk masyara!:cat serta Portal Pengadaan Nasional melalui
LPSE Kabupaten Ende alamat Website : http://www.Ipse.endekab.go.ld, sehingga masyarakat
[uas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat menglkutinya.

(12) Dalam Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung tidak ada negosiasi teknis dan harga.
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. {13) Penunjukan langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerfaan Konstruksi/Jasa Lainnya

dapat dilakukan dalam hal:
a. keadaan tertentu; dan/atau
b. pengadaan Barang khusus/Peker]aan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus.

{14) Penunjukan Llangsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan danfatau memenuhi
kualifikasi.

(15) Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh
harga yang sesual dengan harga pasar vyang berlaku dan secara teknis dapat
dipertanggungjawabkan.

(16) Kriterla keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/lasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf
a, meliputi;

a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian
pekerjaannya harus segeraftidak dapat ditunda untuk:
1) pertahanan negarg;
2) keamanan dan ketertiban masyarakat;
3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat |

- ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk: ‘

a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;

b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau

c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan keglatan pelayanan
publik,

b. pekerjaan penvelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti
komitmen internasional dan dihadirl oleh Presiden/Wakil Presiden;

c. keglatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertabhanan serta
kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau

d. Barang/Pekerjaan Konstruksl/lasa Lainnya yang speslifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1
{satu) Penyedia Barang/lasa Lainnya karena 1 {satu) pabrikan, 1 {satu) pemegang hak paten,
atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menijadi
pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.

{17} Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang
memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagalmana dimaksud pada ayat (13) huruf b,
meliputi:

a. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;

b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan)satu kesatuan sistem konstruksi dan satu

dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);
c. Barang/Pekerjaan Konstruksiflasa Llainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat
dilaksanakan dengan penggunaan teknologl khusus dan Kanya ada 1 (satu) Penyedia yang

i

mampu;
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d. Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam
rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan
masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab
dibidang kesehatan;
e. Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah
dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
f. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh
masyarakat; atau
g. lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan
ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga vyang dapat
dipertanggungjawabkan,
(18} Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. merupakan kebutuhan operasional SKPD;
b. teknologi sederhana;
risiko kecil; danfatau

d. difaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orangperseorangan dan/atau badan usaha
kecll serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis
yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikre, Usaha Kecll dan koperasi kecil.

(19} Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia
Barang/Pekerjaan KonstruksifJasa Lainnya.

{20) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan.

(21) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah
paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.

{22) Sayembara digunakan untuk Pengadaan Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode

pelaksanaan tertenty; dan

b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

{23) Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang yang memiliki karakteristik sebagai berikut: -

a, tidak mempunyai harga pasar; dan

b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

(24) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan administrative dan teknis bagi:

a. Penyedia Barang yang akan mengikuti Kontes;

b. PenyediaJasa Lainnya yang akan mengikuti Sayembara.

(25) Dalam menetapkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (24),
ULP/Pejabat Pengadaan dapat menetapkan syarat yang lebih mudah dari persyaratan Penyedia
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.E.1

(26} Persyaratan teknls disusun oleh tim yang ahli dibidangnya.

{27} Penyusunan metode evaluasi dan pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya.

»
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- 4. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Kensuitansi

(1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Jasa
Konsultansi,

{2} Pemillhan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan melalui negosiasi teknis dan biaya sehingga
diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

{3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsulitansi dilakukan dengan:
a.  Seleksl yang terdiri atas Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana;
b.  Penunjukan Langsung;
C Pengadaan Langsung; atau
d. Sayembara,

{4) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi pada prinsipnya dilakukan melalui Metode Selekst Umum.

(5) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Umum diumumkan sekurang-
kurangnya di website SKPD, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal
Pengadaan Nasional melalui LPSE Kabupaten Ende dengan alamat Website
http://www.Ipse.endekab.go.id, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta

memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

(6) Daftar pendek dalam Seleksi Umum berjumlah 5 (lima) sampal 7 (tujuh) Penyedia Jasa
Konsultansi.

{7) Seleksi Sederhana dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi dalam hal Seleksi Umum

[

dinilal tidak efislen dari segi biaya seleksi.
. (8} Seleksi Sederhana dapat dilakukan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang:
a. Dbersifat sederhana; dan
b.  bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 {dua ratus juta rupiah).
(9} Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Sederhana diumumkan paling
kurang di website SKPD dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan

Nasional melalui LPSE Kabupaten Ende dengan alamat Website : http://www.lpse.endekab.go.id,
sehingga masyarakat luas dan dunla usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat
mengikutinya,

(10) Daftar pendek dalam Seleksi Sederhana berjumlah 3 (tiga) sampal 5 (lima} Penyedia Jasa
Konsultansl,

(11) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dalam
keadaan tertentu.

(12) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian

pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk :

1)  pertahanan negara;
2]  keamanan dan ketertiban masyarakat; |

3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat
ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk;
a)  skibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;

e

b} dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau

[
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- c)  akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan
publik;

b. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menter] Pertahanan serta
kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala
Kepolisian Negara Republik indonesia;

¢. pekerjaan yang hanya dapat dilakukar oleh 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi; dan

d. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 {satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar
atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta.

(13) Penunjukan Langsung dilakukan dengan melalui proses prakualifikasi terhadap 1 (satu) Penyedia

Jasa Konsultansi. |

(14) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki
karakteristik sebagai berikut:

a. merupakan kebutuhan operasional SKPD; dan/atau

b. bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(14) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 {satu) Pejabat Pengadaan.

(15) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah
paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari Seleksi.

(16} Sayembara dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultanst yang memiliki karakteristik sebagai

a berikut:

a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, Inovasi dan metode pelaksanaan
tertentu; dan
b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

{17) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan administratif bagi Penyedia Jasa Konsultansi
yang akan mengikuti Sayembara,

(18} Dalam menetapkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (17),
ULP/Pejabat Pengadaan dapat menetapkan syarat yang lebik mudah dari persyaratan Penyedia
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam V.E.1.

{19) Persyaratan dan metode evaluasi teknis ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan setelah
mendapat masukan dari tim yang ahli dibidangnya,

(20) Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya. )

5. Penetapan Metode Penyampaian Dokumen
(1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemasukan Dokumen Penawaran.

{2) Metode pemasukan Dokumen Penawaran terdiri atas:

a. metode satu sampul;
b. metode dua sampul; atau
¢. metode dua tahap.
{3) Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/lasa yang sederhana dan memiliki
karakteristik sebagai berikut: '
a. Pengadaan Barang/Jasa yang standar harganya telah ditetapkan pemerintah;
b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan KAK yang sederhana; atau

A

(L]
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- c. Pengadaan Barang/Pekerjaan KonstruksifJasa Llainnya yang spesifikasi teknis atau
volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan.
(4} Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), metode satu sampul digunakan dalam Penunjukan
Langsung/Pengadaan Langsung/Kontes/Sayembara.
{5) Metode dua sampul digunakan untuk:
a. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem biaya
selama umur ekonomis.
b. Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berlkut:
1} dibutuhkan penilaian yang terpisah antara persyaratan teknis dengan harga
penawaran, agar penilaian harga tldak mempengaruhi penilatan teknis; atau
2) pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam.
{6) Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
memiliki karakteristik sebagal berikut:
a. Pekerjaan bersifat kompleks;
b. memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem, termasuk pertimbangan
kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharan peralatannya; dan/atau
¢. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang
berbeda.
-, 6. Penetapan Metode Evaluasi Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/lasa Lainnya
(1) Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksiflasa

Lainnya terdiri atas:

a. sistem gugur;

b. sistem nilai; dan

¢. sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

{2) Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada
prinsipnya menggunakan penilaian sistem gugur.

(3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2}, Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
vang bersifat kompleks, dapat menggunakan metode evaluasi sistem nilai atau metode evaluasi
penilaian blaya selama umur ekanomis.

{4) Sistem nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. besaran bobot biaya antara 70% {tujuh puluh perseratus} sampai dengan 90% {sembilan
puluh perseratus) dari total bobot keseluruhan;

b. unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan; dan

¢, tata cara dan kriterla penilaian harus dicantumkan dengan jelas dan rinci dalam Dokumen
Pengadaan.

{5) Dalam melakukan evaluasi ULP/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan/atau
mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

7. Metode Evaluasi Penawaran dalam Pengadaan Jasa Konsultansi
{1) Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dengan

menggunakan:

12

a. metode evaluasl berdasarkan kualitas;
b. metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya;

T Y, i ey S AR S—
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. c. metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran; atau
d. metode evaluasi berdasarkan biaya terendah.
{(2) Metode evaluasi berdasarkan kualitas sebagaimana dimaksud ada ayat (1) huruf a, digunakan
untuk pekerjaan yang:
a. mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagal faktor yang menentukan terhadap
hasil/manfaat ( outcome) secara keseluruhan; dan/atau
b. lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAX,
(3) Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
digunakan untuk pekerjaan yang:
a. lingkup, keluaran ( output), waktu penugasan dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik
dalam KAK; dan/atau
b. besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas dan tepat.
(4} Metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf
digunakan untuk pekerjaan yang:
a. sudah ada aturan yang mengatur (standar);
b. dapat dirinci dengan tepat; atau
' €. anggarannya tidak melampaui pagu tertentu.
'(5} Metode evaluasi berdasarkan biava terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sederhana dan standar.
(6) Dalam evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya, pembobotan nilal teknis dan biaya diatur dengan

g

ketentuan:

a. bobot penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80;

b. bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40.

{(7) Semua evaluasi penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi harus diikuti dengan klarifikasi dan
negosiasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

a, Harga Satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu biaya langsung non-personil yang dapat diganti
( reimburseable cost) dan/atau biaya langsung personil yang dinilai tidak wajar;

b. aspek biaya yang perlu diklarifikasi atau negosiasi terutama:

1)  kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;
2)  volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan
3) biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku dipasaran/kewajaran biaya;

¢. klarifikasi dan/atau negosiasi terhadap unit biaya langsung personil dilakukan berdasarkan
daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor Pajak Penghasilan tenaga ahli konsultan
yang bersangkutan;

d. biaya satuan dari biaya langsung personil paling tinggi 3,2 (tiga koma dua) kali gaji dasar yang
diterima tenaga ahli tetap dan paling tinggi 2,5 {dua koma lima) kali penghasilan gaji yang
diterima tenaga ahli tidak tetap; dan i

e. .unit biaya langsung personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang telah ditetapkan,
8. Penetapan Jenis Kontrak
(1} ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan jenls Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
s (2)  Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran;




G

(3)

(4)

(5)

I

(6)
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b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran;

c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan

d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a, terdiri atas;

a. Kontrak Lump Sum;

b. Kontrak Harga Satuan;

c. Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan;

d. Kontrak Persentase; dan

e. Kontrak Terima Jadi { Turnkey).

Kontrak Pengadaan Barang/fasa berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. Kontrak Tahun Tunggal; dan

b. Kontrak Tahun Jamak.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf c, terdiri atas:

a. Kontrak Pengadaan Tunggal;

b. Kontrak Pengadaan Bersama; dan

c. Kontrak Payung { Framework Contract).

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf d, terdiri atas:

a. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal; dan

b. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh

pekerfaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;

b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;

¢. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Isi
Kontrak;

d. sifat pekerjaan berorientasl kepada keluaran { output based);

e. total harga penawaran bersifat mengikat; dan

f. tidak diperbolghkan adanya pekerjaan tambah/kurang,

Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/lasa atas penyelesaian seluruh

pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi
teknis tertentu;

b. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak
ditandatangani;

c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang
benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan
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(10}

d. dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama
atas pekerjaan yang diperlukan.

Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan

Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

Kontrak Persentase merupakan Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansiflasa Lainnya, dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Penyedia Jasa Konsultansi/lasa Lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai
pekerjzan tertentu; dan

b. pembayarannya didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sasuai dengan

isi Kontrak.

{11} Kontrak Terima Jadi ( Turnkey) merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

(12)

w

(13}

W

(24)

(15)

{16)

{17)

w

Lainnya atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. jumlak harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan

b. pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa
pekerjaan telzh dilaksanakan sesuai dengan kriterla kinerja yang telah ditetapkan.

Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana

anggaran selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran.

Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lehih

dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan

persetujuan:

a. Menter] Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah);

b. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya
sampal dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan: penanaman
benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit,
makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan
pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.

Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangundangan.

Kontrak Pengadaan Tunggal merupakan Kontrak yang dibuat oleh 1 {satu) PPK dengan 1 {satu)

Penyedia Barang/Jasa tertentu untuk menyelesalkan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.

Kentrak Pengadaan Bersama merupakan Kontrak antara beberapa PPK dengan 1 (saty)

Penyedia Barang/lasa untuk menyelesalkan pekerfaan dalam waktu tertentu, sesuai dengan

kebutuhan masing-masing PPK yang menandatangani Kontrak,

Kontrak Payung { Framework Contract} merupakan Kontrak Harga Satuan antara Pemerintah

dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh SKPD, dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien, ketersediaan Barang/Jasa
terfamin dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan
yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; dan
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(18)

{19)

(20)

b. pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil
penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah
dilaksanakan aleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata,

Pembebanan anggaran untuk Kontrak Pengadaan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat

{2}, diatur dalam kesepakatan pendanaan bersama.

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal merupakan Kontrak Pengadaan Barang/lasa yang hanya

terdirf dari 1 {satu) pekerjaan perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan.

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau

pengawasan.

9. Tanda Bukti Perjanjian

(1}

{2)

(3}

{4)

(5}

Tanda buktl perjanjian terdiri atas:

a. bukti pembelian;

b. kuitansi;

c. Surat Perintah Kerja {SPK); dan

d. surat perjanjian.

Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang di tuangkan dalam bentuk
kuitansi, digunakan untuk Pengadaan Barang/lasa yang nilainya sampai dengan Rp.
5.000.000,00 {lirma juta rupiah).

Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b yang dilengkapi dengan nota pesanan,
digunakan untuk Pengadaan Barang/lasa yang nilainya sampai dengan Rp. 10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah).

SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, digunakan untuk Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/lasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00
{seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00
{ima puluh juta rupiah).

Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk Pengadaan
Barang/Pekerfaan Konstruksi/Jasa Lainnya dzngan nilai diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta
ruptah) dan uptuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

10. Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi

(1)

(2)
(3)

(4}

Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan

persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa.

Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 {dua) cara yaitu prakualifikasi atau pascakualifikas}.

Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan

penawaran.

Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai‘berikut:

a. pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi;

b, pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstryksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks
melalui Pelelangan Umum; atay

c. pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/lasa Lainnya yang menggunakan Metode
Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat,
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(5} Proses penllaian kualifikasi untuk Penunjukan Langsung dalam penanganan darurat dilakukan
bersamaan dengan pemasukan Dokumen Penawaran.
(6) Proses prakualifikasi menghasilkan;
a. daftar calon Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/lasa Lainnya; atau
b. daftar pendek calon Penyedia Jasa Konsultansi.
(7) Dalam proses prakualifikasi, ULP/Pejabat Pengadaan segera membuka dan mengevaluasi
Dokumen Kualifikasi paling lama 2 (dua} hari kerja setelah diterima.
{8} Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan
penawaran.
{9) Pascakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut:
a. Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks;
b. Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; dan
c. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.
{10) ULP/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif
serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini.
{11) ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan:
a. meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir kualifikasi; dan
b. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi.
(12) Penilaian kualifikasi dilakukan dengan metode:
a. Sistem Gugur, untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
b. Sistem nilai untuk Pengadaan Jasa Konsultansi,
Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya
(1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/lasa Lainnya dengan metode Pelelangan
Umum meliputi tahapan sebagai berikut ;
a. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/lasa Lainnya dengan prakualifikasi,
metode dua sampul yang meliputi kegiatan :
1)  pengumuman prakualifikasi;
2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikas!i;
4)  pembuktian kualifikasi dan pernbuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;
5)  penetapan hasil kuaiifikasi;
6) pengumuman hasil kualifikasi;
7} sanggahan kualifikasi;
8) undangan;
8} pengambilan Dokumen Pemilihan;
10) pemberian penjelasan; !
11) pemasukan Dokumen Penawaran;
12) pembukaan Dokumen Penawaran sampul [;
13) evaluasi Dokumen Penawaran sampul J;
14) pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampu I;
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15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

pembukaan Dokumen Penawaran sampul if;
evaluasi Dokumen Penawaran sampul II;
pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
penetapan pemenang;

pengumuman pemenang;

sanggahan;

sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
penunjukan Penyedia Barang/lasa.

. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa Lainnya

dengan prakualifikasi atau Pelelangan Terbatas untuk pemillhan penyedia Pekerjaan

Konstruksi, metode dua tahap yang meliputi kegiatan :

1
2)
3}
4)
5)
6}
7)
8)
9)
10)
11}
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

pengumuman prakualifikasi;

pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikast;
pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
pembuktian kualifikasi;

penetapan hasil kualifikasi;

pengumuman hasil kualifikasi;

sanggahan kualifikas;

undangan;

pengambilan Dokumen Pemilihan;

pemberian penjelasan;

pemasukan Dokumen Penawaran tahap I;
pembukaan Dokumen Penawaran tahap |;
evaluasi Dokumen Penawaran tahap J;
penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap J;
pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi tahap |;
pemasukan Dokumen Penawaran tahap II;
pembukaan Dokumen Penawaran tahap II;
evaluasi Dokumen Penawaran tahap il;
pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
penetapan pemenang;

pengumuman pemenang;

sanggahan;

sanggahan banding {apabila diperlukan); dan
penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Blarang/Pekerjaan Konstruksi/lasa Lainnya

dengan pascakualifikasi yang meliputi kegiatan :
1
2}
3}
4)

pengumuman;
pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
pemberlan penjelasan;

pemasukan Dokumen Penawaran; !
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)

5} pembukaan Dokumen Penawaran;
6) evaluasi penawaran;
7}  evaluasi kualifikasi;
8) pembuktian kualifikasi;
9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
10) penetapan pemenang;
11) pengumuman pemenang;
12} sanggahan;
13) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
14) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
{2) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Sederhana atau Pemifihan
Langsung untuk Pekerjaan Konstruksi, meliputi tahapan sebagai berikut:

a. pengumuman;

=

pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
pemberian penjelasan;
pemasukan Dokumen Penawaran;

pembukaan Dokumen Penawaran;
evaluasi penawaran;

evaluasi kualifikasi;

pembuktian kualifikasi;

pembuatan Berita Acara Hasll Pelelangan;
penetapan pemenang;

TS W oM oaop

pengumuman pemenang;

sanggahan;
. sanggahan banding {apabila diperltkan); dan

3

n. penunjukan Penyedia Barang/lasa,
(3) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk penanganan darurat
dengan metode Penunjukan Langsung, meliputi tahapan sebagai berikut;
a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada:
1) Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis; atau
2) Penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan
pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1).
b. Proses dan administras! Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut ;
1) opname pekerjaan di lapangan;
2) penetapan jenis, spesifikasi teknis dan volume pekerjaan, serta waktu penyelesalan
pekerjaan;
3} penyusunan Dokumen Pengadaan;
4) penyusunan dan penetapan HPS;
5} penyampaian Dokumen Pengadaan kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/lasa
Lainnya;
6) penyampaian Dokumen Penawaran;
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7} pembukaan Dokumen Penawaran;

1§

8) klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga;
9) penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
10)  penetapan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
11)  pengumuman Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
12}  Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
{4} Pemillhan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk bukan penanganan
darurat dengan Metode Penunjukan Langsung meliputi tahapan sebagai berikut:
undangan kepada peserta terpilth dilampiri Bokumen Pengadaan;
pemasukan Dokumen Kualifikasi;
evaluasi kualifikasi;
pemberian penjelasan;
pemasukan Dokumen Penawaran;
evaluasi penawaran serta kiarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;

penetapan pemenang;

TR P o oo

pengumuman pemenang; dan
i. penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
(5) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksiflasa Lainnya dengan metode Pengadaan
Langsung rmeliputi paling kurang tahapan sebagai berikut:
a. survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 {dua) Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/lasa Lainnya yang berbeda;
b. membandingkan harga penawaran dengan HPS; dan
¢. Klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya.
{6) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode Kontes/Sayembara meliputi paling
kurang tahapan sebagai berikut:
a. pengumuman;
b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kontes/Sayembara;
pemberian penjelasan;
pemasukan proposal;
pembukaan proposal; !
pemeriksaan administrast dan penilaian proposal teknis;

pembuatan Berita Acara Hasil Kontes/Sayembara;

T@® @ a0

penetapan pemenang;
i. pengumuman pemenang; dan
j. penunjukan pemenang.

12. Tahapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
{1) Pemilthan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Seleksi Umum meliputi tahapan sebagal
berikut:
a. metode evaluasi kualitas, metode dua sampul yang meliputi kegiatan:

1} pengumuman prakualifikasi;
2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kyalifikasi;

B

e

e S P by
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= 3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
4}  pemasukan dan evaluasi Dokumen Kuallfikasi;
5) pembuktian kualifikasi;
6) penetapan hasil kualifikasi;
7} pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;
8) sanggahan kualifikasi;
9}  undangan;
10) pengambhilan Dokumen Pemilihan;
11} pemberian penjelasan;
12) pemasukan Dokumen Penawaran;
13} pembukaan dokumen sampul [;
14} evaluasi dokumen sampul I;
15} penetapan peringkat teknis;
16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;
17) sanggahan;
18) sanggahan banding (apabila diperlukan);
19) undangan pembukaan dokumen sampul IJ;

20) pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II;

o

21) undangan klarifikasi dan negosiasi;
22) Klarifikasi dan negosiasi;
23} pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; dan
24} penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.
b. metode evaluasi kualitas dan biaya, metode dua sampul yang meliputi kegiatan:
1}  pengumuman prakualifikasi;
2)  pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasl;
3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
4)  pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
5) pembuktian kualifikasi;
6) penetapan hasil kualifikasi;
7) pemberitahuan/pengumuman hasi! kualifikasi;
8) sanggah kualiftkasi;
9) undangan;
10) pengambilan Dokumen Pemilihan;
11} pemberian penjelasan;
12) pemasukan Dokumen Penawaran,
13) pembukaan dokumen sampul |
14) evaiuasi dokumen sampul I;
15) penetapan peringkat teknis;
16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;
17) undangan pembukaan dokumen sampul II;

(3

18} pembukaan dan evaluasi sampul I1;

4]
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(2)

19) penetapan pemenang;

20) pemberitahuan/pengumuman pemenang;

21) sanggahan;

22) sanggahan banding (apabila diperlukan);

23) undangan klarifikasi dan negosiasi;

24) Kklarifikasi dan negosiasi;

25) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksl; dan

26} penunjukan Penyedia lasa Konsultansi.
c. metode evaluasi blaya terendah, metode 1 (satuj sampul yang meliputi kegiatan:

1) pengumuman prakualifikasi;

2} pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;

3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan});

4)  pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;

5)  pembuktian kualifikasi;

6) penetapan hasil kualifikasi;

7}  pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;

8) sanggahan kualifikasi;

9) undangan;

10} pemberian penjelasan;

11) pemasukan Dokumen Penawaran;

12} pembukaan Dokumen Penawaran serta koreksi aritmatik;

13} evaluasi administrasi, teknis dan biaya; |
14) penetapan pemenang;
15} pemberitahuan/pengumuman pemenang;
16) sanggahan;
17) sanggahan banding (apabila diperlukan});
18) undangan klarifikasi dan negosiasi;
19} klarifikasi dan negosiasl;
20) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; dan

21) penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi Sederhana dengan metode

evaluasi Pagu Anggaran atau metode biaya terendah, metode 1 (satu) sampul meliputi tahapan

sebagai berikut:

pengumuman prakualifikasi;

pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
pemberlan penjelasan (apabila diperlukan); |
pemasutkan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;

M oa n oo

pembuktian kualifikasi;
penetapan hasil kualifikasi;

g. pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;
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= h. sanggahan kualifikasi;

undangan;

pemberian penjelasan;

=

pemasukan Dokumen Penawaran;

pembukaan Dokumen Penawaran serta koreksi aritmatik;
. evaluasi administrasi, teknis dan biaya;

penetapan pemenang;

pemberitahuan/pengumuman pemenang;

sanggahan;

sanggahan banding (apabila diperlukan);

D

undangan klarifikasi dan negosiasi;
klarifikasi dan negosiasl;

pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; dan

[>E o

. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.

(3} Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan Langsung untuk penanganan
darurat meliputi tahapan sebagai berikut:
a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada :
- 1) Penyedia Jasa Konsultansi terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis di
lokasi penanganan darurat; atau
2) Penyedia Jasa Konsultansi fain yang dinilai mampu dan memenuhl kualifikasi untuk
melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana
dimaksud pada angka 1).
b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berlkut :
1) opname pekerjaan di lapangan;
2) penetapan ruang lingkup, jumiah dan kuallfikasi tenaga ahli serta waktu penyelesaian
pekerjaan;
3) penyusungn Dokumen Pengadaan;
4) penyusunan dan penetapan HPS;
5) penyampalan Dokumen Pengadaan;
6) penyampalan Dokumen Penawaran;
7}  pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran;
8)  klarifikasi dan negosiasi;
9) penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
10) penetapan penyedia Jasa Konsultansi;
11) pengumuman Penyedia Jasa Konsultansi; dan

12} penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.

(4) Pemilhan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan Langsung untuk bukan

penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut:

»

a. undangan kepada Penyedia Jasa Konsultansi terpilib dilamipiri Dokumen Pengadaan;

b. pemasukan, evaluasi dan pembuktian kualifikasi;

.
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(5)

(6)

{7)

pemberian penjelasan;

pemasukan Dokumen Penawaran;
pembukaan dan evaluasi penawaran;
klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;

pembuatan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;

T m Moo ooon

penetapan Penyedia Jasa Konsultansi;

pengumuman; dan
j- penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi,

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung, meliputi paling
kurang tahapan sebagai berikut:

a. survei harga pasar untuk memilih calon Penyedia Jasa Konsultansi;

b. membandingkan harga penawaran dengan nilai biaya langsung personil; dan

c. klarlftkasi teknis dan negosiasi biaya.

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Sayembara meliputi paling kurang
tahapan sebagai berikut:

pengumuman;

pendaftaran dan pengambilan Dokumen Sayembara;

pemberian penjelasan;

pemasukan proposal;

pembukaan proposal;

pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis;

pembuatan Berita Acara Hasil Sayembara;

T® e a0 oo

penetapan pemenang;

pengumuman pemenang; dan

J-  penunjukan pemenang,

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan menggunakan tahapan Pelelangan Umum
pascakualifikasi satu sampul, dengan menambahkan tahapan Klarifikasi dan negosiasi teknis

dan biaya setelah tahapan sanggah.

13, Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

(1)

{2)

ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan Pengadaan
Barang/iasa.

Penyusunan jadwal pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan alokas! waktu yang cukup untuk semua tahapan proses Pengadaan, termasuk
waktu untuk:

a. pengumuman Pelelangan/Seleksi; !

b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi atau Dokumen Pengadaan;

¢. pemberian penjelasan;

a

pemasukan Dokumen Penawaran;

e, evaluasi penawaran;
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penetapan pemenang; dan
sanggahan dan sanggahan banding.

{3) Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas atau Seleksi Umum dilakukan

dengan ketetapan waktu sebagal berikut:

da.

b.

penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 7 {tujuh) hari kerja;

pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman
sampal dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasl;
batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling kur::mg 3 (tiga) harl kerfa setelah
berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi;

masa sanggah terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 5 (lima) hari kerja setelah
pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding;

undangan lelang/seleksi kepada peserta yang lulus kualifikasi disampaikan 1 {satu} hari kerfa
setelah selesainya masalabh sanggah;

pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya undangan lelang/seleksi
sampai dengan 1 (satu} hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;
pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal
undangan lelang/seleksi;

pemasukan Dokumen Penawaran dimwlai 1 (satu} hari kerja setelah pemberian penjelasan
sampai dengan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara
Pemberian Penjelasan;

masa sanggah terhadap hasil lelang/seleks] selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman
hasil lelang/seleksi dan masa sanggah banding selama S (lima) hari kerja setelah menerima
jawaban sanggahan;

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ} diterbitkan paling lambat € (enam) hari
kerlJa setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi apabila tidak ada
sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding;

dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari
kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding darl enteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala
Daerah/Pimpinan Institusi; dan

Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas} hari kerja setelah diterbitkannya
SPPBI.

Pengaturan Jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada ayat {3) huruf a sampai

dengan huruf |, diserahkan sepenuhnya kepada ULP.
Dalam hal Pelelzngan Umum dengan prakualifikasl, Pelelangan Terbatas atau Seleksi Umum
difakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPB) hanvya diterbitkan setelah DIPA/DPA disahkan.

|
{4} Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi dilakukan dengan

ketetapan waktu sebagat berikut:

a
b.

penayangan pengumuman lelang/seleks dilaksanakan paling kurang 7 {tujuh) hari kerja;
pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan {Dokumen Kualifikasi dan Dokumen
Pemilihan) dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum
batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;
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¢. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 {empat} harl kerfa sejak tanggal

0

pengumuman lelang/seleksi;

d. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 {satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan;

e. batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran paling kurang 2 {dua) harl kerja setelah
penjelasan dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan
Dokumen Penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas dan lokasl pekerjaan;

f. evaluasi penawaran dapat dilakukan sesuai dengan:

1} waktu yang diperlukan; atau
2} Jenis dan kompleksitas pekerjaan;

g. masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman
hasil lelang/seleksi dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima
Jawaban sanggahan; i

h, SPPB) diterbitkan paling lambat & (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan
pemenang lelang/seleksi apabila tiduk ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab

dalam hal tidak ada sanggahan banding;
I. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari
kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala
Daerah/Pimpinan Institusi; dan
. J- Kontrak ditandatangan! paling lambat 14 {empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya
SPPBJ.
Pengaturan jadwalf/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
sampai dengan huruf j, diserahkan sepenuhnya kepada ULP,
Dalam hal Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi
dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA disahkan.

(5) Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung atau Seleksi Sederhana Perorangan dilakukan
dengan ketetapan waktu sebagai berikut:

a. penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 3 (tiga) hari kerja;

b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dimulai sejak tanggal pengumuman
sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;

c. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 {empat) hari kerja sejak tanggal
pengumuman;

d. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan
sampai dengan paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara
Pemberian Penfelasan;

e. masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi sederhana perorangan selama 5 (lima) hari kerja
setelah pengumuman hasil lelang/seleksi sederhana perorangan dan masa sanggah banding
selama § (lima) hari kerja setelah menerima jawahan sanggahan;

f. SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan
pemenang lelang/seleksi sederhana perorangan apabila tidak ada sanggahan, atau setelah

[1)]

sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding;

Juknis kegiutan APBD Kabupaten Ende Page 39

e




[[2]

g. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPB] diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari
kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala
Daerah/Pimpinan Institusi; dan

h. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya
SPPBI,

14. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

{1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas:
a, Dokumen Kualifikasi; dan
b. Dokumen Pemilihan,

(2) Untuk Pengadaan Barang dan Jasa lainnya, Dokumen Kualifikast dan Dokumen Pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b di atas disusun sesuai Peraturan Kepala
Lembaga Pengembangan Kebljakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2010
tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

(3) Untuk Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi, Dokumen Kualifikasi dan Dokumen
Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b di atas disusun sesuai Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

15. Peran serta Usaha Kecil.
(1} Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA wajib memperluas peluang Usaha Mikro dan Usaha
Kecil serta koperasi kecil,
{2) Dalam proses perencanaan dan penganggaran kegiatan, PA/KPA mengarahkan dan
menetapkan besaran Pengadaan Barang/lasa untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta
koperasi kecil,
{3) Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya sampai dengan Rp.
2.500.000.000,00 {dua miltar lima ratus juta rupiah)}, diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha
Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang
tidak dapat dipenuhi oleh Uszha Mikro dzn Usaha Kecil serta koperasi kecil.
{4) Penentuan Nilal Paket Pekerjaan khususnya untuk Pekerjaan Konstruksi mengacu pada Surat
Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nemor: 16/SE/M/2010 tentang
Parsyaratan Kualifikasi Usaha dan Nilai Paket Pekerjaan, serta Masa Berlaku Sertifikat Badan
Usaha, Sertifikat Keahlion Kerja, dan Sertifikat Keterampilan Kerjo. Mulai 01 Agustus 2011
mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08 / PRT / M / 2011 tentang
Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi. {Soft Copy terlampir).
(6) Perluasan peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil melalui Pengadaan
Barang/Jasa ditetapkan sebagai berikut : l
a. setiap awal Tahun Anggaran, PA/KPA membuat rencana Pengadaan Barang/Jasa dengan
sebanyak mungkin menyediakan paket-paket pekerjaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil
serta koperasi kecil; dan

b. PA/KPA menyampaikan paket pekerjaan kepada instansi yang membidangi Usaha Mikro dan
Usaha Kecil serta koperasi keci] disetiap provinsi/icabupaten/kota.
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(7) Pembinaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil meliputi upaya untuk
meningkatkan pelaksanaan kemitraan antara usaha non-kecil dengan Usaha Mikro dan Usaha

Kecil serta koperasi kecil di lingkungan instansinya.

IX. PENGENDALIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk menjamin pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan APBD Kabupaten Ende dan dapat
mencapal tujuan serta sasaran yang tefah ditetapkan, dengan demikian perlu dilakukan pengendalian
wewenangnya dalam rangka perwujudan akuntabilitas, efisiensl dan efektivitas pelaksanaan program dan
kegiatan APBD Kabupaten Ende.

Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan ini, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan APBD
Kabupaten Ende ditinjau dari 2 {dua) aspek, yaitu :

) Aspek sasaran, yakni program/keglatan yang dilaksanakan selama kurun waktu tertentu harus

berorientasi pada pencapalan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

b)  Aspek Tata Cara, yakni cara dan teknis prosedur pelaksanaan program dan kegiatan.

A. Sasaran Pengendailan .
Sebagaimana diatur dalam pasal 23 dan Pasal 25 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk mengupayakan terlaksananya
kewajiban daerah, Sasaran pengendalian dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ini adalah program

i)

dan kegiatan yang diblayai APBD Kabupaten Ende.

B. Tata Cara Pengendalian
1. Pembinaan
Pembinaan pelaksanaan program/kegiatan dilakukan antara lain dalam bentuk koordinasi,
komunikasl, konsultasi teknis, bimbingan teknis dan administrasi, pemberian petunjuk
teknis/operasional serta sosiallsasi aturan/ketentuan pelaksanaan.

2. Pemantauan f

Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan APBD Kabupaten Ende merupakan salah satu

instrument pengendalian yang sangat penting untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna.

Pelaksanaan program/kegiatan pemantauan dilakukan dalam bentuk :

a. Pengguna Anggaran sebagal pengelola dana APBD (DPA) melakukan pemantauan program
dan kegiatan di lapangan untuk mengetahui perkembangan realisasi fisik serta memantau
pelaksanaan pembukuan pada bendahara pengeluaran untuk mengetahui penyerapan
dana dan realisasi pencapaian target keluaran dan masukan yang dihadapi.

b. Masalah yang belum dapat diselesaikan di lapangan agar dapat berkoordinasl secara
berjenjang untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah.

c. Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan di lapangan yang memerlukan laporan hasil
pemantauan lapangan agar disampaikan dalam bentuk laporan bulanan dan laporan

()}

khusus lainnya.

(L
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d. Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Ende melakukan pemantauan, baik dalam bentuk
koordinasi dengan SKPD pengelola dana tersebut, maupun melalui pemantauan langsung
ke lckasi kegiatan. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui tingkat perkembangan
pelaksanaan program/kegiatan dan sinkronisasi laporan realisasi fisik/keuangan bulanan
dengan kenyataan di lapangan.

3. Pelaporan

Dalam rangka pengendalian Program dan Kegiatan APBD, pelaporan merupakan kegiatan

yang sangat penting yang menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan

pada dasarnya merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan untuk memberikan informasi
yang cepat, tepat dan akurat kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan digunakan untuk
mengukur tingkat pencapaian sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan,

Dari segi waktu penyusunan dan penyampalan laporan secara umum dilakukan secara berkala

dan berjenjang, yang harus disampaikan secara teratur pada semua program dan kegiatan,

oleh pihak pelaksana dan penanggungjawab program, terdiri dari :

1) Laporan Bulanan

a. Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan keuangan yang digunakan
dengan cara menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan program/kegiatan APBD
pada SKPDnya kepada Bupati Ende Cq. Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Ende
paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya,

b. Laporan bulanan yang wajib disampaikan Pengguna Anggaran meliputi:

i. Realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan
ii. Realisasi fisik dan keuangan paket keglatan yang melibatkan pihak ketiga maupun
vang dilaksanakan secara swakelola.

¢. Dalam rangka melengkapl laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan serta paket
kegiatan yang melibatkan pihak ketiga maupun yang dilaksanakan secara swakelola,
maka Pengguna Anggaran wajib menyampaikan copy Buku Kontrak beserta
lampirannya kepada Bupati Ende Cq. Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Ende,
Bappeda dan Dinas PPKAD untuk diiukuti perkembangannya dengan baik.

d. Copy Buku Kontrak beserta lampirannya sudah harus diterima selambat-lambatnya 1
(satu) minggu setelah penandatangan kontrak.

e. Dalam rangka kelancaran penyampaian laporan bulanan kepada Bupati Ende, maka
Pengguna Anggaran harus menggunakan Format dan Petunjuk Pengisian
sebagaimana pada lampiran f (formulir f1 s/d f5).

2) Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan

Pengguna Anggaran wajib mempertanggungfawabkan proses pengadaan barang/jasa di

lingkup instansinya kepada Bupatl Ende Cg. Bagian Administrasi Pembangunan Setda

Kabupaten Ende setiap tiga bulan dalam bentuk laporan triwulan dengan

menggunanakan formulir g1 s/d g5.

Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Ende menyusun Laporan Triwulan

dan Laporan Tahunan yang merupakan kompilasi dari laporan bulanan seluruh SKPD

yang akan dijadikan sebagai laporan Bupati Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan

Pimpinan DPRD Kabupaten Ende. '
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4, Evaluasi
Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi bulanan
setiap tanggal 10.
Rapat evaluasl bulanan bermaksud untuk mengetahui perkembangan riil pelaksanaan APBD di
masing-masing SKPD juga berbagai permasalahan yang dihadapi untuk dilakukan tindak
koreksi/perabalkan sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk penyampaian umpan balik ke
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dalam rapat evaluasi bulanan, Pengguna Anggaran wajib membawa Laporan realisasi fisik dan
kevangan beserta catatan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan ditingkat SKPD untuk
keadaan akhir bulan sebelumnya.

X. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK LAINNYA

1. Setlap Pimpinan SKPD yang paket kegiatannya berada di Kecamatan wajib menginformasikan dan
mengkoordinasikan kepada Camat setempat baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pada
pasca penyelesalan kegiatan.

2. Untuk menjadi perhatian ada beberapa catatan dalam proses pengadaan barang/jasa pada tahun 2012
yang perlu ditindaklanjuti antara lain sebagai berikut :

a.  Pelaksanaan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah yang pembiayaannya balk sebagian atau
seluruhnya bersumber dari APBN/APBD harus mengacu pada Peraturan Presiden Rl Nomar 54
Tahun 2010,

b.  PA menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PA menunjukan KPA untuk bertindak sebagal PPK. KPA dalam menjalankan tugas sebagal PPK
dapat dibantu oleh PPTK.

2. Dalam hal kegiatan pada SKPD tidak memerlukan KPA seperti Kecamatan dan Kelurahan maka
PA bertindak sebagai PPK.

3. Terkait dengan pasal 127 huruf ¢ Perpres 54 tahun 2010, maka dalam hal PA/KPA yang
bertindak sebagai PPK tidak memiliki sertifikat Keahlian Pengadaan BarangfJasa maka PA
menetapkan personil yang bersertifikat untuk menjalankan tugas sebagai PPK.

¢ Pengguna Anggaran memiliki Tugas dan wewenang untuk menetapkan Kebijakan Umum tentang
Pemaketan Pekerjaan, Cara Pengadaan (melalui Swakelola atau Penyedia Barang.Jasa) dan
Pengorganisasi Pengadaan Barang/Jasa. Dalam menetapkan cara pengadaan melalui Swakelola
atau metode penunjukan langsung tidak lagi diperlukan ijin Prinsip dari Bupati.

d. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, maka setiap SKPD waljib melaksanakan Pengadaan barang/
Jasa secara elektronik (Electronic Procurement) untulﬁ Sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan.
Aktivitas Pengadaan secara Elektronik mengacu pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun
2011 tentang Tatacara E-Tendering (softcopy terlampir). Pengadaan secara elektronik
dilaksanakan untuk paket — paket pekerjaan yang menggunakan metode Pengadaan sebagal
berikut :

1. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana untuk Penyedia Barang dan Jasa lainnya.

2. Pelelangan Umum dan Pemilihan Langsung untuk Penyedia Konstruks.
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3. Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana untuk Penyedia Jasa Konsultansi,

Penyusunan Dokumen untuk Pengadaan Barangflasa lalnnya mengikuti ketentuan dalam

Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/lasa

Pemerintah (Soft Copy terlampir).

Penyusunan Dokumen untuk Pengadaan Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi mengikuti

ketenttian dalam Peraturan menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar

dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsuitansi.

Penyusunan Dokumen untuk pengadaan secara elektronik dapat mengikuti ketentuan dalam

standar Dokumen Pengadaan secara elektronik {soft Copy terlampir) dengan tetap mengacu pada

Perka LKPP Nomor 6 Tahun 2010 dan PermenPu Nomor 07/PRT/M/2011 khususnya untuk tata

cara evaluasi.

Khusus untuk Jasa Konstruksi :

1. Penllalan Kualifikasi jasa Konstruksl dan Jasa Konsultansi terkait dengan Pemenuhan
Persyaratan Sertifikat Badan Usaha (SBU) agar dilaksanakan dengan berpedoman pada Surat
Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 09/SE/M/2011 tanggal 03 Oktober 2011. {Soft
Copy terlampir).

2. Mulai 01 Agustus 2012 Kualifikasi dan klasifikasi Jasa Pelaksana, Perencanaan dan Pengawas
Konstruksi mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08 / PRT / M / 2011
tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi. (Soft Copy
terlampir).

3. Untuk Jasa Pelaksana Konstruksi, ULP/Pejabat Pengadaan wajib melakukan kiarifikasi
keawajaran harga terhadap penawaran yang lebih kecil dari 80% HPS, dengan ketentuan
sebagai berikut :

a.  Menilai Kewajaran harga dengan melakukan penilaian atas Analisa Harga Satuan

Pekerjaan untuk menjawab hal - hal sebagai berikut ;

a.1 Apakah harga tersebut dapat memenuhi komposisi bahan (material konstruksi)
untuk memperoleh suatu produk konstruksi yang memenuhi syarat teknis.

a.2  Apakah harga bahan {material konstruksi) yang ditawarkan sudah sesuai dengan
harga pasaran pada saat penawaran dan harga tersebut dapat dibuktikan,

a.3 Apakah upah bagi tenaga kerja vang ditawarkan sudah sesuaj dengan upah tenaga
kerja yang diberlakukan pada pekerjaan konstruksi di lokasi kegiatan pada saat
penawaran,

a.4  Apakah biaya untuk peralatan sebagaimana tercantum dalam daftar peralatan yang
diberikan dalam penawaran dapat menjamin Peralatan bisa didatangkan dan
beroperasi untuk menghasilkan konstruksi yang memenuhi syarat teknis.

b.  Apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk
menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% ('i'ima perseratus) darf nilal total HPS; dan

¢ Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan,
maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran disita untuk negara serta
dimasukkan dalam Daftar Hitam,
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d. Tata cara Pengenenaan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud pada poin c agar
mengacu pada Keputusan Kepala LKPP Nomor : 7 Tahun 2011 tentang Petujuk Teknis
Operasional Daftar Hitam (softcopy terlampir).
4. Pembayaran atas Jasa Penyedia Jasa Konsultan Perencana ditahan sebesar 15% {lima Belas
Persen} hingga Pelaksanaan Fisik selesal dilaksanakan untuk Pengawasan Berkala.
i.  Ketentuan tentang Sertifikasi keahlian untuk anggota ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan mengikuti
Peraturan Kepala LKPP Nomor : 8 Tahun 2010 {Soft Copy terlampir).
J. Mengingat terbatasnya jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki sertifikat keahlian
pengadaan barang jasa pemerintah di Kabupaten Ende, maka diambil kebijakan sebagal berikut :
1. SKPD yang membutuhkan bantuan tenaga untuk menjadi PPK/Panitia/Pejabat Pengadaan
dapat mengajukan permohonan kepada Bupati Ende.
2. Berdasarkan Permintaan dari Pimpinan SKPD, Bupati mengeluarkan surat penugasan PNS
yang memenuhi persyaratan kepada Pimpinan SKPD yang bersangkutan untuk ditindaklanjutt.
3. Daftar Nama PNS yang memenuhl persyaratan untuk menjadi PPK/Panitia/ Pejabat
Pengadaan Tahun Anggaran 2012 adalah sebagaimana tertera pada lampiran 3.

3. Demi keberhasilan Pelaksanaan fisik di lapangan maka perlu diwujudkan dan dijaga kekompakan
antara pengguna jasa, kontraktor pelaksana, Konsultan Perencana, konsultan pengawas dan petugas
teknis kegiatan. Perlu menjadi perhatian setiap pengguna Jasa agar mengawasi secara terus menerus
keaktifan konsultan pengawas di lapangan selaln untuk mempercepat dan memperlancar pelaksanaan
fisik juga mencegah kecenderungan kontraktor pelaksana menggunakan bahan-bahan yang tidak
sesuai dengan ketentuan spesifikasi dalam kontrak.

4. Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dan komponen lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan, dilarang
membuat berita acara realisasi fisik pekerjaan/pengadaan yang secara riil lapangan belum selesaj
100% namun dilaporkan secara fiktif telah mencapai fisik 100%.

5. Setiap Pimpinan SKPD wafib melakukan pengawasan melekat secara berjenjang, demi tercapainya
efisiensi, efektifitas, ketepatan dan ketertiban pelaksanaan program/kegiatan pembangunan,.

6. Untuk kepentingan penelitian pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pengadaan barangfjasa
maka didalam Kepaniatiaan Pemeriksaan harus melibatkan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Bagian Administrasi Pembangunan Setda XKabupaten Ende;(

&

SKPD Pengelola Kegiatan;

Dinas Pekerfaan Umum {untuk pekeriaan konstruksij;

Dinas Perhubungan Kabupaten Ende {untuk pengadaan peralatan mesin).

Kantor Pengelolaan Data dan Telematika Kabupaten Ende (untuk pengadaan peralatan elektronik)

=0 oo o

Dinas Kesehatan (untuk pengadaan peralatan kesehatan dan iaboratorium)

7. Agar fungsl perencanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh penyedia jasa dapat berjalan optimal
demi tercapainya kualitas pekerjaan sesuai tuntutan spesifikasi dalam kontrak maka perlu dilmbangi
dengan pengalokasian biaya yang memadai. ‘

Khusus untuk komponen biaya perencanaan dan pengawasan Bangunan Gedung Negara, hendaknya
dapat menyesualkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tanggal 27
Desember 2007, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah serta adanya

kearifan lokal namun tidak melebihi ketentuan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :
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PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN
BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI SEDERHANA

Biaya Konstrukst Fisik s.d 250 500 1,000 2.500 5.000
(Juta Rupizh) 250 s.d s.d. s.d. s.d, s.d.
Komponen 500 1.000 2.500 5.000 10.000
Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
Perencanaan 7,00 7,00 5,50 4,00 3,00 2,50
Konstruksi s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.
(dalam %) 5,50 4,00 3,00 2,50 2,00
Pengawasan 4,00 | 4,00 3,00 2,50 2,00 1,50
Konstruksi s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.
{dalam®) 3,00 2,50 2,00 1,50 1,25
Pengelolaan Kegiatan 10,00 | 10,00 7,50 5,00 2,50 1,50
{dalam%) s.d s.d. s.d. s.d. s.d.
7,50 5,00 2,50 1,50 1,00
PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN
BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKAS! TIDAK SEDERHANA
Biaya
Konstruksi Fislk | s.d 250 500 1000 | 2,500 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 50.000
{Yuta Ruplah) 250 s.d s.d. sd. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.
Komponen 500 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | 100.000
Keglatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perencanaan 5,00 | 7,55 635 | 537 | 455 3,92 3,42 3,02
Konstruksi 9,00 |sd |sd sd. | sd | sd s.d. s.d. sd.
(dalam %) 7,55 6,35 537 | 455 | 3,92 3,42 3,02 2,72
Msnsjemen 7,25 | 6,20 525 | 4,50 | 3,80 3,25 2,80 2,48
Konstruksi 7,25 | sd. s.d. s.d, s.d. s.d. s.d. s.d, s.d.
(dalam %) 6,20 3,25 450 13,80 |3,2% 2.80 2,48 2,19
atau
Pengawasan 6.00 {520 4,45 3,80 | 3,20 2,70 2,30 2,00
Konstruksi 6,00 | s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.
(dalam%) 520 | 4.45 3,80 320 |270 2,30 2,00 1,78
Pengelolaan 16,00 | 11,25 7,75 510 | 3,28 2,15 1,42 0,93
Kegiatan 16,00 | s.d s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.
{dalam%) 11.25 | 7,75 5,10 3,23 2,15 1,42 0,93 0,58

s kcgiat PBD (bupaten Ene
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XI.

PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Hal-hal yang belum di atur dalam peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

atau Surat Edaran Bupati.
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LAMPIRAN A Sechedulle Pelaksaraan APBD Xab. Ende TA. 2012

SCHEDULE PELAKSANAAN APBD KABUPATEM ENDE (BELANJA LANGSUNG)

TAHUN ANGGARAN 2012

No

TAHUN 2012

KEGIATAN

Jan

Maret April

Mei

Juni

Juli

Agustus S5

eptember

Oktober Nopember

Desember |

2]3ja1]|2

3

2f314

1/2(3

213741

213

4

KET

[

Penyusunan, Verifikasi dan Pengesahian DPA-SKPD

»N

Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Pengumuman Rencana Umum  Pengadaan (RUP) oleh
Pengguna Anggaran

Ka-5KPD menunjuk dan menetapkan PPTK-SKPD (PPKomtn)

PPKomtn menyusun TOR untuk Konsuitan Perenc. &
Pengawas khusus untuk keglatan Fisik Xonstruksi

-]

Permmohonan Nama Panitia Lelang ke Bupati, jika kekurangan
SDM yang memenuhi syerat pada SXPD yang bersangkutan

Ka-SKPD  menunjuk dan menetapkan Panitia/ Pejabat
Pengadazn Barang dan Jasa

Ka-5KPD menunjuk dan menetapkan Tim Pelaksana Swakelola

al

Proses pengadaan jasa konsuttan

10

Kegiatan perencanaan/ SID oleh Konsultan Perencana

11

Protas pengadaan jasa kostruksi (Tender]

12

Pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor pelaksana

13

Proses Pangadaan Barang & Jasa Lainnya

13

Pelaksanaan Pekerjaan Pengadazn Barangk Jasa Lalnnya

Pelaksanaan kegiatan Swakeiola oleh Tim Pelaksana Swakelola

APBD-Perubahan

16§

Proses pengadaan jasa konsultan dari APSD-P

7

Keglatan perencanaan/ 51D oleh Xonsultan Perencana {APBD-
3]

18

Proses pengadaan jasa kostruksl/Tender (APBD-P}-

19

Pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor pelaksana (APBD-P)

20

Penyiapan OPA-L untuk kegiatan yang belum selesal TA, 2012

21

Proses Pengadaan Barang & }asa Lainnya (APED-P}

2

~

Proses Pelaksanaan Pekerjaan Sarang & Jasa Lainnya (APBD-P)

| ] 1 1 ]

Keterangan 3

ez Duras] waktu untuk masing-masing tahapan kegiatan artinya

T seluruh kegiatan tersebut sudah selesal seluruhnya pada akhir waktu
PPKomtn = Pejabat Pembuat Xomitmen {sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010)




LAMPIRAN B. Format Laporan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah

L}

LR}

| FORMULIR 81 |
LAPORAN PENGADAAN BARANG/IASA PEMERINTAH
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten
Tahun Anggaran :
A, JENIS PEXERIAAN : PENGADAAN BARANG
NILAL OPTIMALISASH/ METODE PENGADAAN *}- |SISTEM EVALUAS] *) JUMLAH IFRODUNSI ") KLASIFIKAS] *}
NILAI PAGU KONTRAK NILAIHPS |1 Lalang Umum 1. Gugur PESERTA JUMLAH TANGGAL JANGKA 1. Dalam Negerd {1. Xecit
NG NAMA KEGIATAN SAVING 2. Lelang Saderhana 2. Nilai YANG PESERTA  { \sumy |TANGGAL [WAKTU |3 luarNeged  |2.Menengah |KETERANGAN
: 3. Penunjukan Langsung 3. Umur Ekonomis MENDAFTA YANG MAN KONTRAX [PELAKSAN |3, Lain-Lain 3. Besar PERMASALAHAN
4. Pengadaan Langsung R MENAWAR AAN
[Rp) {Rp) (Rp) {Rp}
1 2 3 4 5 6 7 8 ] 10 11 32 13 14 15 16
Mengetahul : (5T L TR -
Badan/Dinas/Kantor cueccimerersees Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan
Pengguna Anggaran
NiP,

3 [ OO




<

LAMPIRAN 8. Format Laporan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah

NIP, .............

1 FORMULIR B2 i
LAPORAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten
Tahun Anggaran
B. JENIS PEKERIAAN : JASA KONSTRUXSI
NILAL OPTIMALISASY/ METODE PENGADAAN SISTEM EVALUASI PRODUKS! *} KLASIFIKASI USAHA *} :
NILAI PAGU NILALHPS |1, telang Umum 1. Gugur 1. Datam Neger |1 Kecil \
¥ SAVING 2. Lelang Terbatas 2. Nitai JUMLAH JUMLAH TANGGAL JANGKA 2 Luar Negeri |2, Menengah ;
" \ PESERTA PESERTA TANGGAL KETERANGAN §i
NO. NAMA KEGIATAN 3. Pemitihan Langsung 3. Umur Ekonomis IPENGUM WAKTU 3, Lain-Lain 3. Besar -
YANG YANG KONTRAK PERMASALAHAN].
4. Penunjukan Langsung MENDAFTAR | MENAWAR UMAN PELAKSANAAN
5. Pengacaan Langsung
{Rp} (Rp} (Rp} {Rp}
1 2 3 4 5 ] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 :
|
W
t
|
|
3
|
|
|
”ﬁ
Mengetahut : [y -
Badan/Dinas/Kantor ...ceesessessennne Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan
Pergguna Anggaran
NIP.
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LAMDIRAN B. Format Laporan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah _ FORMULIR 83

LAPORAN PENGADAAN BARANG/IASA PEMERINTAH
Satuan Kerja Perangkat Daerah
fabupaten
Tahun Anggaran

€, JEWS PEKERJAAN : JASA LAINNYA

NILAd OPTIMALISASL/ METODE PENGADAAN SISTEM EVALUASI PRODUKS! *) KLASIFIKASI USAHA *)
NILAL PAGY KONTRAK NILATHPS |1, telang Umum 1. Gugur JUMLAH JUMLAH M.M_.m JANGKA |1. Dalam Neger |1, Xecil
N NAMA KEGIATAN SAVING 2. Lelang Sederhana 2. Nilai PESERTA PESERTA PENG TANGGAL |[WAKTU | Luar Negeri' 2, Menengah KETERANGAN
’ 3. Penunjukan tangsung 3. Umur Ekonomis | YANG YANG uMU KONTRAK. |PELAKSA |3, Lain-Lain 3. Besar PERMASALAHAN
4. Pengadaan Langsung MENDAFTAR JMENAWAR MAN NAAN
{Rp} {Rp) {Rp} {Rp)
1 2 3 4 S [ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Mengetahui : Ende, woivennssuninssari, -
Badan/Dinas/Kantor v..eiseemeemns Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan

Pengguna Anggaran

NIP, NIP. s ssnsnns




LAMPIRAN B. Format Laporan Pengadaan Barang/iasa Pemetintah

FORMULIR 84
LAPORAN PENGADAAN BARANG/IASA PEMERINTAH
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten
Tahun Anpgaran
D. JENIS PEKERIAAN : JASA KONSULTANSI
METODE SISTEM EVALUAS] SUMBER KUALL
PENGADAAN! JUMLAH PESERTA YANG DANAY  |Fikas!
. . JANGKA
.5 U 1. Kualitas & Biaya . . GRED
KO, NAMA KEGIATAN NILA PAGU zOZLq_.”._)n OFTIMALISASI/ | NILAt HPS “ 5T :.Hm:._ 2K uu“mu w< “.m.ﬂz%%,.“.“u TANGGAL) WaKTU tmn””.”‘x“bz : ”N“” w mxmcw KETERANGAN
- (Re) SAVING (Rp) tRp) |23 Terbams 2. Kuslitas JUMLAH KONTRAK| PELAKSA 2. - PERMASALAHAN
{Rp) 3.5. Langsung {3. Pagu Arggaran PENDAFTA| LULYS | MENA | Lutus MAN NAAN 3.4Pa04 |3 GREDA
4.P. Langsung |4, Biaya Terendah R PQ WAR | TEKNIS 4, APSD I
5. Penunj. Langsung
1 2 3 4 5 3] 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Mengetahui : [0 [
tadan/Dinas/Kantor

Pengguna Anggaran

NP, s mtmrarersmsmasnsnanns

Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan

NP, cirmeeicnresmasatemrsssassans




) T} i a o
LAMPRAN C Format Pengumuman Rencana Umum Pengadaan
PENGUMUMAN
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/IASA PEMERINTAH
Nomor :
Tanggal :
Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah JAlamat, , mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang//asa untuk pelaksanaan
kegiatan tahun anggaran 201........, seperti tersebut dibawah ini :
CARA RENCANA PENGANGGARAN PERKIRAAN WAKTU WAKTU
No PAKET PEKERJAAN PENGADAAN VOLUME | LOKASI PEKERIAAN MULAI PELAKSANAAN PELAKSANAAN KETERANGAN
Perkiraan Biaya {Rp) Sumber Dana PENGADAAN {BULAN)
1 2 3 4 5 & 7 ) E 10

Badan/Dinas/Kantor/Bagian ...
Pengguna Anggaran,

NIP.
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Lampiran F. Format Laporan Bulanan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

iy

LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN Formulir F1
APBD KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2011
SKPD :
KEADAAN BULAN ;
Progeam, Kegiatan dan Anggaran . Target s/d Bulan ini (%) Realisasi Dana s/d bulan ini Sisa Angaran e
No Betanja (®o) Sumber Dana Lokasi Kegiatan Fisik Keuanoa R % o Reafisasi Fisik (%)
1 2 3 4 5 i 7 8 9 10 1
Total
Ende,

Pengguna Anggaran:SKPD
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Lampiran F. Format Laporan Bulanan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

A1)

PERMASALAHAN DAN UPAYA YANG DILAKUKAN

o,

4

Formulir F2

No Kegiatan Permasalzhan

Upaya yang dilakukan

Pihak yang diharapkan dapat
membantu penyelesaian masalah

1 2 E)

4

5

Ende, ...

Pengguna Anggaran.SkPD
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Lampiran F. Format Laporan Bulanan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Formulir £3
KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG DILAKSANAKAN OLEH PIHAK KETIGA DAN SWAKELOLA TA. 2011
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) wovveeereeerreaemsvessenemsemasssesesesssesmessesesessasesssnsmssessees
KEADAAN BULAN ... eeeirrrrerenanee SRR cronsetreennans
- . I Kontrak % Realisasi
Paket Nilai Sisa Klasifikasi & - —
. . Jumlah Kontraktor A Jangka wakty Metode Tol mutai & Realisasi
No | Kegiatan/Pekerja Kontrak Tender Kualifiaksi . Keuanga o
an Dana (Rp) (Ro) (Ro) Pelaksana Perusahaan pelaksanaan Pengadaan No/Tgl M%ﬂﬂ_ﬁ% Dana (Rp) n Fisik
1 2 3 4 5 ] 7 8 g 10 11 12 13 i4
Total
ENde, wvveieircerinistia i e ecrses e
Pengguna Anggaran SKPD
[ — .
\
\




Lampiran F. Format Laporan Bulanan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Y..u ay :w..

PERMASALAHAN DAN UPAYA YANG DILAKUKAN

Formulir F4

No Kegiatan

Permasalahan

Upaya yang dilakukan

Pihak yang diharapkan dapat
membantu penyelesaian masalah

1 2

3

4

5

Ende,

Pengguna Anggaran:SKPD

-
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Lampiran F. Format Laporan Bulanan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Formulir F5

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN
APBD KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2011
SKPD 1 ot ceriss sttt easessssssssss sesann ena s
KEADAAN BULAN : ... S

JENIS BELANJA
KodeProg/ | PROGRAM/ PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL TOTAL REALISAS!
Kegiatan KEGIATAN RS
JUMLAK KEUANGAN | FISIK | JUMLAH | KEUANGAN FISIK | NILA AT REAL | JUMLAH | KEUANGAN | Fisik
DANA ; % | DANA ,_ % | KONTRAK iK1 pana ; %
Rp % Rp % Rp % % Rp %
113 3 X 5 3 7 § g 0| 11 1 3| 14 | 1 B (A T

Total

Ende,
Pengguna AnggaranSKPD
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PENJELASAN PENGISIAN FORMULIR

Formulir C Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
“Kolom{ : | Diisi nomor urif paket barangfjasa -

Kolom 2 Disl nama paket barang/jasa termasuk yang dladakan untuk mendukung keglatan swakelota, kecuall
komponen gail dan upah. Contoh rincian komponen: pengadaan ATK, pengadaan computer supplies,
dan lainnya.

Kolom 3 Diisi cara pengadaan sub output dari kegialan melalul swakelola (SW) alau penyedia barang/jasa
(PB).

Kolom 4 Diist volume satuan komponen kegiatan, misalnya: jumfah paked, Jumlah unit dan lain-lain,

Kolom & Diis} lokasi pekerjaan tersebut dengan menyebutkan nama ¥ecamatan

Kolom 6 Diisi perkiraan biaya berdasarkan pagu anggaran

Kolom 7 Diisi sumber pendanaan pekerjaan, misalnya: rupiah mumt (APBN/APBD), Pinjaman/Hibah Luar
Negeri (PHLN).

Kolom 8 Dils} perkiraan wakiu mulai pelaksanaan pengadaan dengan menyebutkan bulan dan tahun

Kolom 8 Diisi lamanya waktu pelaksanaan keglatan sesual dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Kolom 10 Diisi keterangan dari pakel pekerjaan (diisi jika ada hal penting yang belum disebutkan di kolom
sebelumnya), misalnya Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan

Formulir F1 Laporan bulanan pelaksanaan program dan kegiatan APBD Kabupaten Ende T.A. 2011

Kelom 1 Ditsi nomor urut program dan keglatan {belanja langsung) berdasarkan DPA-SKPD 2.2.1

Kaolom 2 Diisf nama program, kegialan dan befanja yang dirinci menurut jenis belanja langsung pada DPA-
SKPD2.2.1.

Kolom 3 Diisi jumlah anggaran (alokasi dana) untuk masing-masing keglalan sesuai dengan dana yang
tercantum datarn DPA

Kolom 4 Diisi sumbar dana DAWDAK/PAD/DLL untuk masing-masing kegiatan sesual dengan dana yang
tecantum dalam DPA

Kolom & Diisi lokast dimana kegiatan tersebut dilaksanakan

Kolom 6,7 Diisi prosentase targel fisik dan keuangan penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan bulan
laporan

Kolom 8 Diisi realisas! penyerapan anggaran kumulatip sampai dengan bulan laporan

Kolom 9 Diisi prosentase realisasi penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan bulan laporan

Kolom 10 Diisi sisa anggaran sebagai selisih dari jurnlah dan reallsasi dana

Kolom 1i Diisi prosentase fisik sesuai kondisi riil kegiatan tersebut sampai dengan bulan laporan

Baris Total Reallsasl tolal kegiatan dihitung dengan cara terfimbang

Perhalian 1 :
Realisasi dan rupiah murni yang dilaporkan adalah realisasi berdasarkan SPJ
Perhalian 2
Cara perhitungan prosentase terimbang :
1. Tetapkan dahulu prosentace bobot dari setiap kegiatan masing-masing dengan cara
sebagai berikut :

Dana Kegiatan ‘
=X 100% = ... % bobol kegiatan
Dana Program
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2. Prosentase bobot kegfalan yang bersangkutan x, prosentase kegiatan ,masing-masing
kegialan = prosentase trfimbang dari seliap kegatan.

3. Prosentase lertimbang targel/realisasi fisik kegiatan adalah jumlah prosentase
largel/realisasi tertimbang dari semua kegiatan.

Formulir F2 dan F4

Permasalahan dan upaya yang difakukan

Kolom 1 Ditsi namor urut untuk masing-masing keglatan

Kolom 2 Ditsi dengan kegitan yang menghadap! kendala dalam pelaksanaannya

Kclom 3 Diidi dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, kendala yang dikemukakan
merupakan kondisi yang dihadapi kegialan dalam pelaksanaannya sshingga dapal menghambat
pencapaian sasaran kinerja yang telah direncanakan.

Kolom 4 Diisi dedngan tindah lanjut yang sudah dilakukan atau tindak fanjut yang diperiukan

Kelom 5 Diisl dengan Pejabat/SKPD terkail yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah

Formullr F3 Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga dan Swakelola

Kolom 1 Diisi nomor wrut kegfatan

Kolom 2 Ditsl nama kegatan pengadaan barangfjasa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dan swakelola

Kolom 3 Diisi jumlah anggaran masing-masing keglatan (alokasi dana} sesuai dengan dana yang tercantum
dalamDPA

Kolom 4 Dlisi melode pengadaan yang dilakukan dalam pengadaan barang/jasa oleh pihak ketiga dan
swakelola

Kolom 5 Diisi nilai kontrak yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa dari pagu anggaran yang ditetapkan
sesal DPA

Kolom 6 Diisi sisa anggaran pelaksanaan pengadaan barangfasa dar pagu anggaran yang ditetapkan dalam
DPA

Kolom 7 Diisi nama penyedia barang/jasa oleh pihak ketiga dan swakelola

Kolom 8 Diisl klasifikast dan kualifikasi panyedia barangfjasa

Kolom 9 Diisi jangka waktu pelaksanaan pengadaan barangfjasa oleh pthak ketiga dan swakelola

Kolom 106 Ditsi nomor dan tanggal kontrak pelaksanaan pengadaan barangfjasa oleh plhak ketiga dan
swakelola

Kolom 11 Oiisi tanggal mulai dan tanggal berakhimya pelaksanaan pengadaan barangjjasa yang dilaksanakan
oleh pihak ketiga dan swakelola

Kolom 12 Diisi realisasi penyerapan dana yang sudah dipertanggungjawabkan (SPJ) sampai dengan keadaan
bulan laporan

Kolom 13 Diisi prosentase keuangan realisasi penyerapan dana yang sudah dipertanggungjawabkan (SPJ)
sempal dengan keadaan bulan laporan

Kolom 14 Diisi prosesntase fisik realisasi il pelaksanaan sampai dengan keadaan bulan laporan




